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ABSTRAK 
 

 
 
 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan polemik hak pengelolaan lahan dalam prespektif politik agraria. Dalam 

penelitian ini akan dibahas mengenai pandangan masyarakat mengenai hak pengelolaan 

lahan pemkot atas tanah yang bersurat ijo, dan hubungan antara pemkot dengan 

masyarakat pemegang surat ijo dalam proses pengalihan hak milik. 
 

Penelitian ini menggunakan konsep mengenai politik agraria.  Dalam penelitian 

ini  konsep  politik  agraria digunakan  sebagai  alat  analisis  mengenai  polemik hak 

pengelolaan lahan surat ijo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan   kualitatif.   Adapun   informan   dalam   penelitian   ini   adalah   Dinas 

Pengelolaan Bangunan dan   Tanah Kota Surabaya, LSM GPHSIS, dan masyarakat 

pemegang surat ijo wilayah Kecamatan Gubeng. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) masyarakat menilai bahwa pemkot 

Surabaya hanya mengakui tanpa memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang bersurat 

ijo, masyarakat menganggap telah terjadi politisasi dan penggunaan wewenang yang atas   

hak   pengelolaan   lahan   yang   seharusnya   tidak   boleh   disewakan   kepada 

masyarakat.  (2) hubungan  antar pemerintah kota Surabaya dengan warga pemegang 

surat ijo berdasarkan ketidaksepahaman dalam mempertahankan sumber daya alam 

berupa tanah yang bersurat ijo Dan stabilitas relasi nya (unstable). Pola relasinya adalah 

Disosiatif, yakni interaksi yang memungkinkan kompetisi diantara keduanya. 
 

Kata Kunci : Surat Ijo, Hak Pengelolaan Lahan 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

A.   Latar Belakang Masalah 
 

 
 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk 

kelangsungan hidup manusia. Namun persoalannya tanah merupakan sumber 

daya alam yang terbatas dan saat ini semakin terus berkurang. Tanah sudah 

banyak yang menjadi  hak  milik  seseorang  (swasta) dan tanah milik negara 

pun saat ini sudah sangat  terbatas. Masalah tanah erat sekali hubungannya 

dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan 

hidupnya. Bagi masyarakat Indonesia hak atas tanah dan benda- benda  yang  

ada  diatasnya  merupakan  hukum   yang penting,   namun   apabila benar-

benar diperlukan dapat dilakukan pencabutan dan pembebasan hak tersebut 

untuk kepentingan pembangunan. 

Bagi suatu negara agraria, tanah mempunyai fungsi yang amat penting 

bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, luas tanah dalam 

negara adalah terbatas, lebih-lebih tanah pertanian, padahal jumlah penduduk 

makin bertambah. Karena itu, problem pokok yang dihadapi semua negara 

agraris adalah mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam  negara, dalam 

hubungannya dengan jumlah penduduk yang makin bertambah, bagaimana cara 

memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengurus, dan 
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membagi tanah serta hasilnya sedemikian rupa, sehingga yang paling 

menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara. 

Pentingnya penguasaan tanah bagi seseorang atau sekelompok 

masyarakat dengan sendirinya akan mendorong munculnya upaya untuk 

mempertahankan hak-hak atas tanah dari setiap intervensi dari luar. Problem 

pokok itulah yang ingin dipecahkan oleh masalah yang diangkat dalam ilmu 

politik agraria, yang obyeknya diantaranya adalah: hubungan manusia dengan 

tanah, beserta segala persoalan dan lembaga-lembaga masyarakat yang timbul 

karenanya, yang bersifat politis, ekonomis, sosial dan budaya. 

Dapat dikatakan bahwa perhatian ilmu politik agraria itu berpusat pada 

tiga faktor, yakni, pertama, adanya hubungan antar manusia dengan tanah yang 

merupakan suatu realita yang selamanya akan ada. Kedua, yaitu manusia dari 

sudut politis, sosial, ekonomis, kultural dan mental. Dan yang terakhir 

adalah alam khususnya tanah.
1
 

Dalam kebutuhan akan kepemilikan tanah tidak terlepas dengan jenis 

atau status hakatas tanah yang dimiliknya. Dalam peraturan hak atas tanah   

yang dapat dimiliki seseorang atau badan hukum  dapat berupa hak milik,  

Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai maupun hak sewa yang dari 

kesemua hak itu belum tentu mutlak sebagai pemiliknya sebab kemungkinan 

terjadi telah habis masanya atau dicabut haknya oleh negara. 

                                                           
1
 Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal: 9. 
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Jadi,  dari semua  jenis  hak atas tanah merupakan  kewenangan  dari negara 

karena negara sebagai organisasi tertinggi untuk meguasainya bukan berarti 

negara pemilik tanah. Bahkan tanah dengan  hak milik sekalipun yang haknya 

terkuat belum tentu dimiliki secara mutlak oleh empunya sebab negara sebagai 

organisasi tertinggi untuk menguasainya. Hak pengelolaan merupakan hak 

penguasaan negara yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya  

yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Hak pengelolaan yang 

merupakan gempilan dari hak menguasai negara merupakan  aset  dari  negara  

dan daerah  berupa  tanah  –  tanah  yang  tidak ada haknya atau tanah milik 

negara. Dalam pelaksanaan  hak menguasai negara atas tanah   itu   dapat  

dikuasakan   kepada   daerah  –  daerah  swantantra    (  Daerah Kabupaten 

dan Daerah Kota) artinya bahwa hak pengelolaan tersebut yang merupakan dari 

hak menguasai negara juga dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang   

menjadi aset   daerahnya   untuk   diberikan   kepada   pemegangnya.   Hak 

menguasai negara lingkupnya tanah tanah yang sudah tidak diapakai, dimiliki 

atau diusahakan lagi oleh pemilik hak nya. 

“Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut 

peruntukan dan keperluannya, misalnya : hak milik, hak guna 

bangunan, atau hak pakai atau memberikannya dalam 

pengelolaan kepada suatu Bdan Penguasa ( Departemen, Jawatan 

atau daerah Swantantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan 
tugasnya masing-masing”.

2
 

 

 

Surabaya memiliki permasalahan yang unik perihal status tanah yang disebut 

                                                           
2
 Penjelasan umum No II UUPA 1960 
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dengan istilah “Surat Ijo” yakni istilah surat ijin pemakaian tanah atau 

pemberian hak pengelolaan lahan yang dimiliki warga Surabaya dengan map 

surat berwarna hijau. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah “Surat Ijo” 

yang dikenal hingga saat ini di Surabaya. namun kerap kali timbul perbedaan 

presepsi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan warga pemegang surat ijo. 

Perbedaan persepsi ini terletak pada anggapan tentang kepemilikan tanah bekas 

“Gementee Soerabaja”. Pemerintah Kota Surabaya mempersepsikan tanah 

partikelir bekas “Gementee Soerabaja” merupakan tanah yang dikuasai oleh 

negara. Pemerintah Kota Surabaya menganggap bahwasannya tanah - tanah 

bekas masa kolonial atau tanah surat ijo tersebut merupakan hak negara sebagai 

kekayaan alam yang pada dasarnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. 

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 1 tahun1997 mengenai Ijin Pemakaian Tanah ( IPT ). Perda 

tersebut memberikan kepastian bahwasannya tanah surat ijo itu merupakan aset 

Pemerintah Kota Surabaya dan dapat menarik retribusi atau uang sewa kepada 

pihak penyewa dalam hal ini adalah warga surat ijo, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Hal ini yang menjadikan 

masalah utama yang dihadapi warga surat ijo atas kepemilikan tanah yang tidak 

mendapatkan kepastian hukum secara legal sebagai hak atas kepemilikan 

tanahnya. Sehingga menimbulkan pertentangan antara Pemerintah Kota 

Surabaya dengan warga surat ijo. 
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Warga Surabaya   selain dibebani   untuk   membayar   “uang restribusi” atau 

“uang   sewa”   tersebut,   juga dibebani   dengan   berbagai   pungutan   yang 

sangat memberatkan,  yakni antara  lain: Pajak  Bumi dan Bangunan  (PBB), 

Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), dan lain sebagainya. Dengan demikian, atas obyek 

tanah yang sama (tanah- tanah  sengketa),  warga Surabaya  dibebani dengan 

berbagai pungutan  yang sangat memberatkan.   Terhadap   berbagai pungutan 

tersebut,   warga Surabaya sangat keberatan  dan karenanya menolak 

pembayaran  “uang restribusi”  yang hakekatnya analog dengan “uang sewa” 

kepada Pemerintah Surabaya karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali. 

Beberapa titik wilayah Surabaya yang ditempati oleh warga diakui sebagai 

tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, sehingga warga tidak mempunyai hak 

sama sekali atas tanah tersebut. 

Obyek daripada HPL atas nama Pemkot Surabaya adalah Tanah Negara  

bekas tanah  partikelir  yang  sudah  menjadi  pemukiman  penduduk lebih 

dari 30 tahun sebelum  Pemkot  Surabaya    memperoleh   HPL.  HPL itu  

antara lain  berdasarkan keputusan Menteri Agraria No.53/HPL/BPN pada 

tahun   1997.   Adapun   dasar pemberian  HPL itu  hanyalah didasarkan pada 

suatu keadaan bahwa di kawasan itu para penghuninya telah bermukim di 

tanah/ di kawasan itu atas dasar Surat Ijo, yang kemudian  dimanipulasi    

sebagai    “pernyataan    para  warga pemegang    Surat  Ijo dikawasan itu 

sebagai pengakuan bahwa kawasan itu, di bawah penguasaan Pemkot Surabaya 
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ini berdiri pada tahun 2000. 

Akar permasalahan   terletak   pada perbedaan   persepsi   antara   

sebagian masyarakat  yang  menempati  atau  menguasai  tanah  -  tanah  eks  

“De Gemente Soerabaja” dengen Pemerintah Kota Surabaya. Sebagian 

masyarakat  mempersepsikan tanah     tersebut     sebagai   “Tanah     Negara 

Bebas”, sehingga masyarakat berhak mengajukan permohonan sertifikat ke 

kantor Pertanahan tanpa harus ada rekomendasi dari Pemerintah  Kota 

Surabaya. Kepala Kantor   Dinas Pengelolaan Tanah   Dan 

Bangunan Kota   Surabaya.   Sementara   itu,   Pemerintah   Kota Surabaya 

mempersepsikan  tanah tersebut sebagai Tanah Aset Pemerintah Kota 

Surabaya”. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu warga pemegang surat 

ijo yaitu Bapak Tohir: 

“permasalah surat ijo ini udah lama mas, kita itu sebenarnya 

menghendaki agar dapat mengurus sertifikat tanah dengan 

mudah tetapi pemkot surabaya memeberikan tarif yang relatif 

mahal mas. Padahal tanah ini dari dulu turun temurun sudah 

ditempati oleh kami”
3
 

Sedangkan permasalahan yang muncul belakangan ini adalah mengenai 

perda perwali  Surabaya  tenang  pelepasan  tanah  surat  ijo  Nomor  51  tahun 

2015    yang didalamnya berisi mengenai ketentuan pengalihan surat ijo 

menjadi sertifikat dengan syarat warga mau membayar atau membeli tanah 

yang di klaim milik pemerintah dengan harga yang telah ditentukan oleh 

pemkot. Dengan permasalahan yang sedemikan ini, penulis tertarik meneliti 

                                                           
3
 Tohir Soehardjo, wawancara, Gubeng Kota Surabaya, 26 Mei 2017 
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POLEMIK HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM PERSPEKTIF POLITIK 

AGRARIA (Studi Kasus Perolehan Hak Milik Surat Ijo di Kecamatan Gubeng 

Kota Surabaya). 

 

B.   Fokus Penelitian 

 
Dalam penelitian yang berjudul POLEMIK HAK PENGELOLAAN 

(HPL) DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA(Studi Kasus Perolehan 

Hak Milik Surat Ijo di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya) peneliti akan fokus 

meneliti polemik yang terjadi antara warga pemegang surat ijo dengan pihak 

Pemkot Surabaya, serta peneliti akan berfokus pada masalah hak pengelolaan 

tanah surat ijo yang ditinjau melalui politik agraria.  

 

C.   Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk memfokuskan kajian 

masalah penelitian ini. Peneliti  menyajikan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pandangan masyarakat pemegang surat ijo Kecamatan Gubeng 

kota Surabaya dalam hak pengelolaan yang dimiliki Pemerintah Kota 

Surabaya atas surat ijo ? 

2. Bagaimana dinamika hubungan antaraPemerintah Kota Surabaya  dengan 

warga pemegang surat ijo dalam proses pengalihan sertifikat hak milik ? 
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D.   Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  Rumusan  Masalah  yang  telah  dijelaskan,  maka  ada 

beberapa tujuan penelitian ini dilakukan. Sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat mengenai hak pengelolaan 

lahan yang dimiliki Pemkot Surabaya atas surat ijo. 

2. Untuk mendeskripsikan dinamika hubungan antara Pemkot Surabaya 

dengan warga pemegang surat ijo dalam proses pengalihan sertifikat 

hak milik. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

 

1.    Manfaat Teoritis 
 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  pemahaman 

akan permasalahan yang muncul dalam bidang politisasi agraria di 

Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. 

2.   Manfaat Praktis 
 

Menjadi sumbangsih pemikiran serta memberikan pemahaman 

kepada pembaca mengenai polemik surat ijo di Surabaya yang dianalisa 

melalui perspektif politik agraria. Sekaligus dapat memberikan 

pertimbangan tertentu untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya. 

F.   Telaah Pustaka 
 

Permasalahan  mengenai  surat  ijo  sebenarnya  sudah  banyak  di  

teliti  oleh beberapa akademisi, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam jurnal (KONFLIK TANAH SURAT IJO DI SURABAYA 

(SEBUAH PERSPEKTIF  TEORETIK-RESOLUTIF)  yang  

ditulis  oleh Sukaryanto.  Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa 

Penguasaan/pemilikan tanah di Surabaya ditandai fenomena unik 

tanah surat ijo, yakni permukiman   sebagian   warga kota di atas 

tanah negara. Memasuki era Reformasi (1999) sebagian besar 

warga penghuni  tidak lagi patuh pada peraturan yang berlaku. 

Bahkan, timbul solidaritas   komunitas   warga pemukim 

tanah surat ijo yang kemudian membentuk  organisasi massa 

melakukan upaya untuk memperoleh hak milik  atas tanahnya. Tak 

pelak, terjadilah  konflik sosial   antara keduanya. Berbagai upaya 

resolusi telah dilakukan mulai mediasi hingga di meja peradilan 

tertinggi belum bisa menyelesaikan. Demikian pula, pemberlakuan 

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 tentang pelepasan asset pun 

belum dapat mewujudkan resolusi konflik. Tulisan   ini mencoba   

untuk memahami dan menjelaskan konteks penguasaan,  

kepemilikan, dan konflik  atas tanah surat ijo di Surabaya. 

Sebagai simpulan, keberadaan Penguasaan/pemilikan   

tanah di Surabaya ditandai fenomena unik tanah surat ijo, yakni 

permukiman sebagian warga kota di atas tanah negara. Memasuki 

era Reformasi (1999) sebagian besar warga penghuni   tidak lagi 
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patuh pada peraturan yang berlaku.   Bahkan, timbul solidaritas   

komunitas   warga pemukim tanah surat ijo yang kemudian 

membentuk  organisasi massa melakukan upaya untuk memperoleh 

hak milik  atas tanahnya. Tak pelak, terjadilah  konflik sosial  

antara keduanya. Berbagai upaya resolusi telah dilakukan mulai 

mediasi hingga di meja peradilan tertinggi belum bisa 

menyelesaikan. Demikian pula, pemberlakuan Peraturan Daerah 

No. 16 Tahun 2014 tentang pelepasan asset pun belum dapat 

mewujudkan resolusi konflik. Tulisan   ini mencoba   untuk 

memahami dan menjelaskan konteks   penguasaan,   kepemilikan, 

dan konflik  atas tanah surat ijo di Surabaya. 

Inti dari penelitian ini adalah bagiamana resolusi atas 

konflik yang terjadi atara masyarakat pemegang surat ijo   

dengan pemkot Surabaya, sedangkan  penilitian kali ini  akan  

membahas  lebih  spesifik  mengenai dinamika hubungan pemkot 

dengan masyarakat pemegang surat ijo.  

 

2. Dalam jurnal Politisasi Surat Ijo Surabaya Pemanfaatan Gerakan 

Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya (GPHSIS) Untuk Kepentingan 

Politik yang ditulis oleh Adistia Catur Putra menjabarkan tentang 

Surabaya memiliki permasalahan yang unik perihal status tanah 
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yang disebut dengan istilah “Surat Ijo” yakni istilah surat ijin 

pemakaian tanah atau pemberian hak pengelolaan lahan yang 

dimiliki warga Surabaya dengan map surat berwarna hijau. 

Oleh karena itu, kemudian muncul istilah “Surat Ijo” 

yang dikenal hingga saat ini di Surabaya. Beberapa titik wilayah 

Surabaya yang ditempati oleh warga diakui sebagai tanah aset 

Pemerintah Kota Surabaya, sehingga warga tidak mempunyai hak 

sama sekali atas tanah tersebut. Kemudian gerakan digunakan   

warga   “Surat   Ijo” sebagai   instrument politik   untuk   melawan   

Pemerintah   Kota Surabaya. Namun peran pemimpin atau ketua 

gerakan sangat berpengaruh dalam membangun kesadaran dan 

memelihara kohesivitas warga surat ijo melalui sosialisasi, 

sehingga dapat memobilisasi warga untuk terlibat dan mendukung 

upaya – upaya gerakan. 

Akan tetapi respon pemerintah dalam mempertahankan “Surat Ijo” 

memberikan situasi ketidakpastian gerakan dalam menghapus surat 

ijo. Pemilihan umum secara langsung digunakan sebagai akses 

kebijakan oleh gerakan dengan melakukan kerjasama kepada aktor 

– aktor politik, sehingga mendorong terjadinya politisasi “Surat 

Ijo”. Beberapa perubahan didalam kepengurusan gerakan 

menjelaskan adanya dinamika internal gerakan “Surat Ijo”. 
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Dinamika internal gerakan itu terjadi karena adanya tarik ulur 

kepentingan didalam kepengurusan gerakan. 

Akan tetapi kepengurusan didalam internal gerakan yang 

mendorong untuk melakukan langkah politik yaitu strategi politik 

dan politik praktis. Strategi politik dengan melakukan aksi 

perlawanan kepada Pemerintah kota Surabaya. Pemilihan umum 

secara langsung dimanfaatkan sebagai langkah politik praktis 

dengan melakukan kerjasama dengan aktor – aktor politik. Namun 

justru terjadinya pemanfaatan gerakan oleh aktor politik untuk 

mendapatkan dukungan dalam kontestasi politik. 

Inti dari penelitian tersebut adalah pada politisasi LSM 

yang digunakan sebagai alat pemenangan dalam pilwali 

Surabaya.sedangkan dalam penelitian ini GPHSIS akan digunakan 

sebagai salah satu informan yang nantinya akan memberikan 

informasi mendalam mengenai polemik hak pengelolaan lahan 

serta seluk beluk surat ijo. 

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti tersebut, 

yang pertama menekankan atas konflik kepemilikan surat ijo dan upaya resolusi 

atas konflik surat ijo di Kota Surabaya, sedangkan untuk peneliti kedua 

menekankan pada pemanfaatan  GPHSIS  (gerakan  pejuang  hapus  surat  ijo  

kota  Surabaya)    untuk kendaraan politik aktor  dalam pemilihan walikota 
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Surabaya. Dari beberapa penelitian tersebut belum dipaparkan mengenai hak 

pengelolaan lahan dan juga padangan politik agraria mengenai polemik surat 

ijo. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini peneliti akan lebih 

spesifik membahas mengenai hak pengelolaan atas surat ijo dalam pandangan 

poltik agraria. Penelitian ini menekankan pada pandangan masyarakat 

mengenai hak pengelolaan lahan surat ijo yang nantinya akan dianalisis 

menggunakan sudut pandang dari politik agraria. Selain itu dalam penelitian ini 

juga akan dibahas mengenai dinamika hubungan antara pemkot Surabaya 

dengan masyarakat pemegang surat ijo dalam hal pengalihan sertifikat hak 

milik. 

 

G.  Metode Penelitian 

 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 
 

Penelitian yang berjudul POLEMIK HAK PENGELOLAAN 

(HPL) DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA (Studi Kasus 

Perolehan Hak Milik Surat Ijo di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya). 

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. 

metode pendekatan kualitatif ini menggunakan keterangan dari informan 

sebagai subjek dari penelitian mengenai polemik hak pengelolaan surat ijo 

di Kota Surabaya. Metode ini mempunyai karakteristik ketika dalam 
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penelitian bersifat deskripsi, dan sasaran penelitian bertindak sebagai 

subjek penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan kunci pemegang 

sumber yang paling akurat.  

    2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Lokasi penelitian mengambil lokasi di Kota di Surabaya, khusunya 

daerah daerah yang masih berstatus surat ijo, salah satunya adalah pada 

wilayah Gubeng. Selain itu juga akan dilakukan penelitian dan 

pengambilan data yang lebih spesifik mengenai masalah surat ijo pada 

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya, juga pada LSM 

GPHSIS yang memperjuangkan hak masyarakat memperoleh sertifikat hak 

milik tanah. Sedangkan, untuk estimasi waktu penelitian ini dimulai pada 

bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Adapun alasan memilih 

lokasi penelitian diatas adalah sebagai berikut: 

a. Kecamatan Gubeng merupakan Kecamatan yang memiliki tanah 

dengan status HPL Surat Ijo terbanyak se Kota Surabaya, selain itu 

masyarakat Kecamatan Gubeng juga termasuk dalam golongan 

para pejuang pembebasan Surat Ijo 

b. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagai narasumber inti 

dari penelitian ini, selaku Dinas yang memiliki wewenang dan 

menangani langsung permasalahan yang berkaitan dengan tanah 

yang berstatus Surat Ijo di Kota Surabaya. 
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3. Sumber data dan jenis data 

 
Sumber data merupakan subjek yang memberikan data sesuai 

dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Sumber data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi: 

a.    Sumber data Primer 

 
Sumber data primer merupakan hasil didapat/diperoleh 

peneliti dari wawancara yang dilakukan dengan informan. Proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab. Sumber data primer berasal dari narasumber, yang termasuk 

dalam klasifikasi informan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, pemilihan informan  menggunakan 

teknik purposive sampling. Yakni sebuah teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini 

didasari atas orang yang dianggap paling menguasai mengenai 

permasalahan yang terjadi akibat adanya surat ijo di Kota 

Surabaya, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengupas 

permasalahan sosial yang terjadi dalam polemik surat ijo di Kota 

Surabaya. 

b.    Sumber data Sekunder 

 
Data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk 
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melengkapi sumber data primer. Data sekunder juga sering disebut 

sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain. Jadi data ini 

berupa bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut 

mengalami atau hadir dalam waktu kejadian berlangsung. Sehingga 

sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer. 

 Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan 

adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah referensi  

yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara 

mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan 

kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal dari 

buku maupun internet seperti. Sedangkan untuk dokumentasi 

sebagai tambahan, dimana bisa berupa arsip dari pemkot Surabaya 

terkait dengan warna pemegang Surat Ijo. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini, menggunakan teknik:
4
 

a. Observasi  

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 

                                                           
4
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) 
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psikis untuk kemudian  dilakukan  pencatatan.  Metode  ini  

penulis  gunakan  untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana 

letak geografis objek penelitian peneliti  mengadakan  pengamatan  

terhadap  gejala  yang  diteliti  yang dilaksanakan dalam situasi 

yang khusus.  

Obeservasi dalam penelitian ini adalah peneliti dengan 

seksama mengamati langsung objek dan sasaran penelitan. Pada 

observasi ini peneliti mengamati langsung bagaimana kondisi 

masyarakat gubeng yang tanahnya masih berstatus HPL Surat Ijo, 

kemudian mengamati bagaimana perjuangan masyarakat dalam 

memperjuangkan ha katas tanah yang telah ditempatinya selama 

bertahun-bertahun tersebut. Pada dasarnya data yang peneliti 

dapatkan dari hasil observasi ini adalah mengenai kondisi sosial yang 

semakin memanas akibat polemik surat ijo yang belum mendapatkan 

kejelasan. 

b. Wawancara 

 
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan 

data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan 

narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara. 
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Peneliti langsung terjun ke lapangan, dengan cara menanyakan 

terhadap  informan terkait  polemik hak pengelolaan lahan Surat Ijo 

dalam pandangan politik Agraria. Data diperoleh langsung dari 

informan melalui wawancara. 

Dalam penelitian  ini  wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara berstruktur,   dimana   peneliti   sudah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa  pertanyaan-pertanyaan.  Dengan  

wawancara  terstruktur  ini  setiap informan diberi pertanyaan yang 

sama, dan peneliti mencatatnya.
5
 Wawancara terstruktur ini 

dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam, tetapi kebebasan ini 

tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan 

kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh 

pewawancara.
6
 

c.  Dokumentasi 

 
Dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang 

berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku dan surat kabar. 

Dalam hal ini dokumen yang terkait mengenai data-data warga yang 

memiliki surat ijo serta mengenai dokumen yang telah dimiliki LSM 

GPHSIS terkait surat ijo. 

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 

2010), hal 273 
6
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007),hal 113. 
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5. Teknik Pemilihan Informan 

 
Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan 

teknik purposive sampling, artinya dengan memilih narasumber yang 

benar-benar mengetahui  kondisi  internal  dan  eksternal obyek 

penelitian mengenai hak pengelolaan  lahan  surat  ijo  di  Kota  

Surabaya.  klasifikasi  informan  dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan 

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Dalam Hal ini diwakili oleh 

Bu Indah ( Kabag Humas DPBT Kota Surabaya). dari hasil 

wawancara mendapatkan  informasi penting mengenai pandangan 

Pemkot Surabaya dalam melihat permasalahan surat ijo, juga 

didapat, dasar pemkot mengakui bahwa tanah ini aset miliknya dan 

data-data mengenai sebaran tanah yang bersurat ijo di Kota 

Surabaya.  

2. Masyarakat pemegang Surat Ijo di Kota Surabaya wilayah Gubeng. 

Dalam Hal ini diwakili oleh Bapak Hardi sebagai warga gubeng 

yang paham akan sejarah Surat Ijo. beliau merupakan pejuang 

penghapusan Surat Ijo untuk wilayah Gubeng, dari hasil wawancara 

dengan beliau peneliti mendapatkan pandangan lain dari segi 
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masyarakat yang merasa tertindas dengan akuisisi tanah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, selain itu beliau juga 

memaparkan mengenai usaha apa saja yang telah dilakukan warga 

demi memenuhi hak atas tanahnya. 

3. Ibu Della sebagai warga yang telah mengajukan permohonan 

perubahan surat ijo menjadi sertifikat hak milik, dari hasil 

wawancara dengan beliau peneliti menemukan sebuah perspektif 

lain dari kalangan masyarakat yang sudah lelah melakukan 

perjuangan hapus surat ijo, hasil wawancara dengan ibu della 

mengenai alur dan persyaratan yang sangat memberatkan warga jika 

ingin mengubah tanahnya menjadi hak milik pribadi. 

4.  Ketua aktif LSM  GPHSIS (Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Kota 

Surabaya), Bapak Bambang Sudibyo. Hasil wawancara dengan 

beliau mengahsilkan sebuah informasi mengenai sejarah awal surat 

ijo di Kota Surabaya, dasar hukum surat ijo dan serangkaian usaha 

yang telah dilakukan oleh LSM demi mendapatkan ha katas tanah. 

5. Ahli hukum tanah, yang diwakili oleh Bapak 

 
6.   Teknik Analisis Data 

 

 
Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh 

gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti 

objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 
 

 
 

deskriptif dan dijabarkan secara sistematis. Adapun dengan 

menggunakan Reduksi Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Yang pertama 

Reduksi data yakni mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan 

masalah penelitian, yang kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis 

data berupaya memilah-milah kepada bagian data yang memiliki 

kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi, setelah data ditemukan 

kesamaannya maka data dicari kaitan  antara  satu  kategori  dengan  

kategori yang    lainnya,    sedangkan  kategori  yang  satu  dengan  yang  

lainnya  diberi nama/label.
7
 

7.    Teknik keabsahan data 

 
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
a.  Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini 

peneliti dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus 

ikut serta dalam memperoleh data yang valid. 

b.   Teknik  keabsahan  data  ketekunan/keajegan  pengamatan,  

peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid 

serinci mungkin yang nantinya peneliti nanti lebih bersifat 

terbuka. 

c.   Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui 

diskusi, diskusi merupakan tenik keabsahan yang hampir 

                                                           
7
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), Hal 288-289. 
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terakhir, dikarenakan data yang ditemukan nanti masih 

didiskusikan dengan rekannya dan teknik keabsahan data 

uraian rinci. 

d.   Teknik  keabsahan  data  yang  terakhir  adalah  uraian  rinci,  

peneliti sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan 

data dicari serinci mungkin sesuatu yang relevan dengan 

bahasan. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas 

terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian disusun sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sitematika 

Penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORI 

 
Kerangka Teori ini terdiri dari Teori Politik Agraria, Teori Konflik, Hak 

Pengelolaan Lahan dan Relasi Aktor. 

BAB III : SETTING PENELITIAN 

 
Sejarah Surat Ijo, Data surat ijo Kota Surabaya, Deskripsi Lokasi Penelitian, 

Kondisi Pertanahan Kecamatan Gubeng 
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BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 
Memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai polemik surat ijo 

dan gerakan pejuang hapus surat ijo di Surabaya 

BAB V : KESIMPULAN 
 

Berisi analisa data yaitu memaknai hasil penelitian  yang Memuat Kesimpulan 

dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 
 

 

LANDASAN TEORI 
 
 
 
 
 

A.   Agraria 
 

1.   Pengertian Agraria 
 

Istilah agraria berasal dari Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa 

Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau 

sebidang tanah, Agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, 

pertanian, Agraria (bahasa Inggris)  berarti  tanah  untuk  pertanian.
1
 Menurut  

Andi  Hamzah,  agraria  adalah masalah  tanah  dan  semua  yang  ada  di  

dalam  dan  diatasnya.
2
 Sedangkan,  ruang lingkup agraria adalah meliputi 

bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

Sedangkan  menurut  Subekti  dan  R.Tjitrosoedibio  agraria  adalah 

urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Di mana 

semua unsur yang ada dalam tanah dibahas semua mulai dari batu, kerikil, 

tambang, dan juga apa saja yang ada di atas tanah  baik berupa tanaman dan 

bangunan.
3
  

                                                           
1
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. (Jakarta : Kencana Prenada 2010) 

hal 1. 
2
 Andi Hamzah Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986) hal 32. 

3
 Urip Santoso, Hukum Agraria kajian komprehensif, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2013), 1. 
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Pengertian   agraria dalam    arti    sempit    hanyalah    meliputi    

permukaan  bumi  yang  disebut  tanah. Sedangkan pengertian agrarian dalam 

arti luas adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang 

terkandung di 

Pengertian agraria sering juga digunakan untuk menunjuk kepada 

seperangkat peraturan hukum yang membicarakan tentang pembagian,    

penguasaan    dan kepemilikan  tanah.  Hal  ini  yang  kemudian disebut juga 

sebagai hak atas tanah. Hak atas  tanah  merupakan hak  atas sebagian  tertentu  

permukaan  bumi,  yang  berbatas dimensi dua dengan ukuran panjang dan 

lebar. Jadi yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi 

kewenangan kepada pemegang hak untuk mepergunakan dan mengambil 

manfaat dari tanah yang dihakinya sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA pemegang 

hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada ditasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan 

penggunaan  tanah  itu dalam  batas-batas  menurut  UUPA  dan  peraturan-

peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

Dengan  demikian  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pengertian  agraria  

secarasempit berarti tanah. Pengertian tersebut tentu masih bersifat multitafsir 

karena ada beberapa orang yang boleh jadi menganggap tanah sebagai sesuatu 
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yang ada di permukaan bumi saja. Di sisi lain, pengertian agraria secara luas 

mempunyai makna atau cakupan yang lebih besar lagi, tidak hanya tanah, tetapi 

juga hal-hal yang terkandung di dalam tanah itu sendiri seperti kekuasaan  

yang mendominasi tanah tersebut. 

2.   Politik Agraria 

 
Politik  dan  agraria  merupakan  dua  kekuatan  besar  yang  menarik  

apabila dikaji, terlebih pada permasalahan negara agraris seperti bangsa 

Indonesia ini. Sebelum  mengaitkan  keduanya  maka  perlu  dipahami  terlebih  

dahulu  mengenai definisi politik. garis besar definisi atau makna dari “politik” 

ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk   

mewujudkan   kebijakan- kebijakan   dalam   tatanan   negara   agar   dapat 

merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan  

membentuk  negara  sesuai   rules agar    kebahagian    bersama    didalam  

masyarakat  disebuah  negara  tersebut  lebih mudah tercapai.
4
 

Politik dalam hal ini dimaknai sebagai kekuasaan (power). Dalam 

perspektif ini, fokus kajiannya adalah cara mengelola sumber daya atau agraria 

yang sudah ada. Hal  itu  bisa  dilakukan  apabila  seseorang  atau  

sekelompok  orang  mempunyai 

kekuasaan yang besar untuk mengatur hal tersebut. Dengan demikian, mereka 

mempunyai wewenang untuk mengatur sebuah kebijakan yang terkait dengan 

agraria. Selain itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan boleh jadi karena 
                                                           
4
 Ibid, 5. 
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kepemilikan atas beberapa bagian  agraria  seperti  tanah,  air,  atau  

pertambangan.  Dari  hal  tersebut, seseorang mampu memberikan influence 

kepada orang lain supaya tunduk dalam artian orang-orang yang mempunyai 

resource tadi secara tidak langsung sedang mengelola kekuasaannya. 

 

Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan  yang dianut oleh 

negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, 

mengambil manfaat,mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya 

termasuk hasilnya untuk  kepentingan  kesejahteraan  rakyat  dan  negara,  yang 

bagi  negara  Indonesia. Selain itu juga kita bisa mengetahui pengaruh 

politik dalam hukum agraria yang selalu ada baik dari zaman belanda sampai 

sekarang, pengaruh ini dilihat dari kebijakan yang dihasilkan. Politik Agraria  

dapat  dilaksanakan,  dimasukkan  dalam sebuah   Undang-Undang agraria 

yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis 

besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, ada 

hubungan yang erat antara politik dan hukum.
5
 

Dalam   pengertian   lainnya,   politik   agraria   merupakan   kebijakan   

daripemerintah yang berkuasa di bidang agraria dan karenanya mempengaruhi 

arah perkembangan  hukum  agrarian  yang  sedang  berlaku.  Mengingat  

politik  agrarian merupakan kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut akan 

dipengaruhi oleh kebijakan   makro   perekonomian.   Politik   agraria   yang   

                                                           
5Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 26. 
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sudah   ditetapkanagar mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pemaksa 

(enforcement),    dan sekaligus mempunyai legalitas  yang  kuat, perlu 

dirumuskan dalam bentuk peraturan hukum. Penormaan dalam bentuk 

pertauran hukum ini bukan persoalan yang mudah, apalagi jika penormaan 

tersebut dalam bentuk undang-undang    yang proses pembentukannya   harus 

melalui persetujuan dan keterlibatan Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). 

Keanggotaan DPR adalah pencerminan dari kekuatan partai politik, kiranya 

perumusan   dan   persetujuan   atas   pembentukan   undang-undang akan   di 

pengaruhi oleh visi, misi, dan kepentingan parpol.
6
 

Selain itu, ada beberapa dimensi yang bisa dilihat dalam mempelajari 

politikagraria. Menurut Sitorus, dua dimensi tersebut yaitu dimensi subjek dan 

objek. Dimensi  objek  didefinisikan  sebagai  sumber  daya  alam  (sumber  

agraria)  yang terdapat di tanah, air, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dimensi 

subjek terdiri dari komunitas, swasta, dan pemerintah (berupa aktor). Dari 

beberapa subjek tersebut terdapat istilah komunitas. Istilah tersebut muncul 

bukan tanpa alasan. Kata tersebut bisa muncul karena pada awalnya (sebelum 

agraria dikuasai negara), agraria dimiliki oleh komunitas-komunitas yang tinggal 

di beberapa wilayah tertentu yang saat ini sering disebut sebagai tanah ulayat 

atau tanah adat. Menariknya, subjek-subjek tersebut bisa saling berkontestasi, 

bekerjasama, bahkan saling konflik karena ada ketimpangan (kepemilikan 

                                                           
6
 Soedikno Mertokusumo, Hukum Dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunika Universitas 

Terbuka, 1988), 106. 
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sumber daya yang berbeda-beda). Selain itu, berangkat dari aktor-aktor yang 

ada, Sitorus juga membagi tiga tipe struktur agraria. Ketiga tipe tersebut terdiri 

dari tipe kapitalis (sumber agraria dikuasai oleh non penggarap alias 

perusahaan), sosialis (sumber agraria dikuasai oleh negara atau kelompok 

pekerja), dan populis atau neo-populis (sumber agraria dikuasai oleh keluarga 

atau rumah tangga pengguna).
7
 

Bagi suatu negara agraris, tanah mempunyai fungsi yang amat 

penting bagikemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, problem pokok 

yang dihadapi semua negara agraris adalah mengingat keadaan alam dan luas 

tanah dalam negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang 

makin bertambah, bagaimana cara memelihara, mengawetkan, 

memperuntukkan, mengusahakan, mengurus, dan membagi tanah serta hasilnya 

sedemikian rupa, sehingga yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan 

rakyat dan negara. 

Pentingnya penguasaan tanah bagi seseorang atau sekelompok 

masyarakat dengan sendirinya akan mendorong munculnya upaya untuk 

mempertahankan hak- hak atas tanah dari setiap intervensi dari luar.Problem 

pokok itulah yang ingin dipecahkan oleh masalah yang diangkat dalam ilmu 

politik agraria, yang obyeknya diantaranya adalah: hubungan manusia dengan 

tanah, beserta segala persoalan dan lembaga-lembaga masyarakat yang timbul 

                                                           
7
 Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi, 

(Jakarta: Kompas, 

2005), 62. 
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karenanya, yang bersifat politis, ekonomis, sosial dan budaya. Dapat dikatakan 

bahwa perhatian ilmu politik agraria itu berpusat pada tiga faktor, yakni, 

pertama, adanya hubungan antar manusia dengan tanah yang merupakan suatu 

realita yang selamanya akan ada. Kedua, yaitu manusia dari sudut politis, 

sosial, ekonomis, kultural dan mental. Dan yang terakhir adalah alam 

khususnya tanah.
8
 

3.   Agraria dan Kekuasaan 

 
Dalam  konteks  masalah  agraria,  epistemologi  kekuasaan  tampak  

nyata bahwa rakyat merupakan objek yang tuna-kuasa, baik di hadapan 

pemerintah. Abraham Kaplan merumuskan kekuasaan sebagai ”kemampuan 

pelaku untuk mempengaruhi  tingkah  laku  pelaku  lain  sedemikian  rupa,  

sehingga  tingkat laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang 

mempunyai kekuasaan”. Sementara Van Doorn melihat kekuasaan sebagai 

“kemampuan pelaku untuk menetapkan secara mutlak alternatif-alternatif  

bertindak  atau alternatif- alternatif memilih    pelaku    lain”. Hal    ini   

menunjukkan    bahwa    konsepsi    kekuasaan memperlihatkan   suatu   

hubungan   yang  bersifat   tidak  seimbang,   dalam   arti bahwa satu pelaku 

mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain.
9 

                                                           
8
 Bastian Widyatama, http://kompasiana.com/ Politik Agraria dalam Berbagai Perspektif ( 

Diakses 
pada Sabtu 19 November 2016 13.29 WIB) 
9
 Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal: 9. 

http://kompasiana.com/
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 Sementara    Gramsci     menitikberatkan  pada  legitimasi  dan  

dominasi. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa 

wewenang yang ada pada seseorang kelompok atau penguasa adalah wajar dan 

memang sudah ada sepatutnya.    Secara   timbal   balik,   legitimasi   juga  

merupakan     produk     dari hegemoni   kekuasaan. Dengan   mengutip   

beberapa   ahli politik, dalam  konteks persoalan  agraria  memang  

menempatkan  rakyat  sebagai  objek yang tuna-kuasa. Dalam  bahasa  lain,  

Michel  Foucault  menyebutkan    bahwa  arena  kuasa  tidak berakhir  pada  

represi  dari  struktur  politis, pemerintah,     kelas     sosial     yang dominan,   

melainkan   menaruh   perhatian   pada mekanisme  dan strategi  kuasa, 

bagaimana    kekuasaan    dipraktekkan,    diterima  dan  dilihat  sebagai  

kebenaran, bahkan menjadi ritual kebenaran yang terus direproduksi.
10

 

Konsepsi    kekuasaan    itu   pula    yang   dapat    menjelaskan    

mengapa“reproduksi penderitaan   rakyat  begitu  mudah  dipindahkan dari 

masa ke masa. Ketidakberdayaan masyarakat sebagai tuna kuasa menjadikan 

masyarakat hanyut dalam kesengsaraan. Kesejahteraan hanya untuk mereka 

yang memiliki kuasa diatas negeri ini. Pada akhirnya masalah agraria 

merupakan suatu kontinuitas yang tidak terputus dalam sejarah panjang bangsa 

dan negara Indonesia. Masalah tersebut bekaitan dengan dimensi politik 

dalam konteks hubungan  agraris serta kebijakan agraria yang muncul pada 

                                                           
10

 Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan (1963). Power and Society: A Framework for 

political Inquiry, Paperback, Yale University Press. 
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suatu periode tertentu. 

 

B. Teori Konflik 

 1. Pengertian Konflik 

  Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived 

divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang 

berkonflik tidak dicapai secara simultan.
11

 Tidak ada satupun   masyarakat   

yang   tidak   pernah   mengalami   konflik   antara anggotanya atau dengan 

kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 

hilangnya masyarakat itu sendiri. 

Konflik berlatar belakang dengan perbedaanciri-ciri yang dibawa 

individu  dalam  suatu  interaksi  masyarakat.  Perbedaan-perbedaan  yang 

sering terjadi salah satunya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, kekayaan,   

pengetahuan,   adat   istiadat   daerah,   keyakinan,   dan   lain sebagainya. 

Dengan adanya perbedaan setiap individu tersebut yang menjadikan situasi 

yang wajar dalam masyarakat. Karena, tidak satu masyarakat pun yang tidak 

pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan   kelompok   

masyarakat   lainnya. 

2.  Deskripsi Teori Konflik 

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya 

disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat memang selalu dalam keadaan 
                                                           
11

 Pruit dan Rubin,Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer,45. 
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konflik untuk menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan 

hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau 

kelompok yang tidak mendominasi.
12

 Dengan demikian, posisi tertentu di 

dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang 

lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahendrof kepada  tesis  

sentralnya  bahwa  perbedaan  distribusi  otoritas  selalu  menjadi faktor yang 

menentukan konflik sosial sistematis.
13

 

Dengan adanya konflik, masyarakat bisa saling mengkritik diri untuk 

mengontrol diri mereka sendiri dalam berinteraksi dalam lingkungan 

masyarakat. Konflik memang sudah pasti terjadi dalam masyarakat, akan tetapi 

tidak semua konflik menimbulkan hal negatif namun, juga bisa dalam  sisi 

positif. Seperti Dahrendrof ia meski ia mengembangkan teori konflik  yang 

dijelaskan   tapi   pandangannya   juga   mengarah   pada   teori   konsensus. 

Menurutnya, masyarakat memiliki dua wajah yakni konflik dan konsensus. dan 

teori konflik ini sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakat. 

Teori konflik adalah suatu tatanan sosial yang dilihat sebagai manipulasi 

dan kontrol dari sekelompok orang yang dominan dan menganggap perubahan 

sosial terjadi secara cepat. Sedangkan pada teori konsensus adalah suatu 

persamaan nilai dan norma yang dianggap penting bagi perkembangan 

masyarakat. Beberapa  asumsi  Ralf  Dahrendrof  yang  mencolok  dari  teori 

                                                           
12

 George Ritzer. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali Press 2003)153. 
13

 Ibid, 153 
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konflik dengan teori konsensus. Dalam teori konflik masyarakat tunduk pada 

proses   perubahan   yang   diringi   oleh   pertentangan   yang   nantinya   akan     

Sedangkan konsensus adalah masyarakat yang bersifat statis, memiliki 

keteraturan karena terikat oleh adanya norma, nilai serta moral yang disepakati 

bersama yang bersifat informal dan  disatukan oleh adanya kerjasama yang 

benar- benar nyata serta bersifat sukarela. 

Teori  konflik  ialah  sebuah  pendekatan  umum  terhadap keseluruhan 

ruang lingkup sosiologi dan merupakan teori dalam paradigma fakta sosial. 

Simmel berpendapat bahwa kekuasaan otoritas atau pengaruh merupakan sifat 

kepribadian individu yang bisa menyebabkan konflik. Menurut Dahrendrof 

kemunculan teori konflik pada awalnya merupakan reaksi atas munculnya teori 

struktural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam 

masyarakat. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak mungkin 

akan selamanya berada pada titik keteraturan. Hal tersebut terlihat di dalam 

masyarakat manapun yang pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan-

ketegangan. Kemudian teori konflik  juga  melihat  adanya  dominasi,  paksaan,  

dan  kekuasaan  dalam masyarakat. 

3. Macam-macam Konflik 

a. Konflik Individu atau kelompok, konflik ini berdasarkan pelakunya 

perorangan atau kelompok. 

b. Konflik horizontal atau vertical, konflik ini berdasarkan status pihak- pihak 

yang terlibat, sejajar atau bertingkat. Konflik horizontal bisa antar etnis 
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agama, antar aliran dan lain sebagainya. Sedangkan konflik  vertical  antara  

buruh dengan  majikan,  pemberontakan  atau gerakan separatis/makar 

terhadap kekuasaan negara. 

c. Konflik Laten, konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke 

permukaan agar dapat ditangani secara efektif. 

d. Konflik Terbuka, konflik ini sangat berakar dalam, dan sangat nyata. Dan  

akan  memerlukan  berbagai  tindakan  untuk  mengatasi  akar penyebab dan 

berbagai efeknya. 

e. Konflik di Permukaan, konflik ini memiliki akar yang dangkal/tidak memiliki 

akar, muncul hanya karena kesalah- fahaman mengenai sasaran yang dapat 

diatasi dengan meningkatkan komunikasi
14

 

4. Penyebab Konflik 

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan   

sering   bersifat   kreatif.   Konflik   sering   terjadi   ketika   tujuan masyarakat  

tidak  sejalan.  Berbagai  perbedaan  pendapat dan konflik biasanya 

diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang  lebih  

baik  bagi  sebagain  besar  atau  semua  pihak  yang  terlibat.Penyebab  

konflik  menurut  Dahrendorf adalah  kepemilikan  wewenang (otoritas) 

dalam kelompok yang beragam. Jadi, konflik bukan hanya materi (ekonomi 

saja). 

Dahrendorf memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-

                                                           
14

 Adreas Suroso, Sosiologi 1 (Jakarta: Yusdhistira 2006),54.  
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relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok  yang tidak 

terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Maka dari  itu,  

unit  analisis  konflik  adalah  keterpaksaan  yang  menciptakan organisasi-

organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial. 

Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena 

ketidakseimbanga antara hubungan-hubungan masyarakat.Seperti, kesenjangan 

status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak  seimbang  

terhadap  sumber  daya  serta  kekuasaan  yang  tidak seimbang   yang   

kemudian   menimbulkan  masalah-masalah seperti diskriminasi,  pengangguran,  

kemiskinan,  penindasan  dan  kejahatan Masing-masing  tingkat  tersebut  saling  

berkaitan  membentuk  sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk 

menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif. rantai 

yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang 

konstruktif maupun yang destruktif. 

 

C. Hak Pengelolaan Lahan 

Istilah ”Hak pengelolaan” ini untuk pertama kalinya disebut  

olehPeraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur tentang 

Pelaksanaan Konversi  Hak  Penguasaan  Atas  Tanah  Negara  dan  

Kebijaksanaan  Selanjutnya (Selanjutnya disebut PMA No 9 /1965). Pasal 2 

PMA No 9 /1965 menyatakan bahwa:  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

 
 

”jika tanah negara selain dipergunakan untuk kepentingan- 

kepentingan  instansi-instansi    itu    sendiri,    dimaksudkan    

juga untuk  dapat  diberikan  dengan sesuatu  hak  kepada  

pihak  ketiga, maka  hak  penguasaan  tersebut  di  atas 

dikonversi menjadi hak pengelolaan,  berlangsung  selama  

tanah  tersebut  dipergunakan untuk keperluan instansi yang 

bersangkutan”. 

 

Istilah ”Pengelolaan ” disebut didalam Penjelasan umum II angka (2) 

UUPA yang menyatakan bahwa : 

”Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan 

sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih 

luas dan penuh. Dengan berpedoman pada  tujuan  yang  

disebutkan  diatas  negara dapat   memberikan   tanah   yang 

demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan 

sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya 

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan  atau  hak  

pakai  atau  memberikannya  dalam pengelolaan  kepada 

sesuatu badan penguasa (departemen,jawatan atau   daerah   

swatantra)” 

Bertitik tolak dari penjelasan umum UUPA diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa  landasan  hukum  dari  hak  pengelolaan  telah  

disinggung  oleh  Penjelasan Umum UUPA, namum hukum materiilnya 

berada diluar UUPA. Hak Pengelolaan menurut R. Atang Ranoemihardja 

adalah hak atas tanah yang  dikuasai  negara  dan  hanya  dapat  diberikan  

kepada  badan  hukum  atau pemerintah daerah baik dipergunakan untuk 

usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga. Pengertian Hak 

pengelolaan yang dikemukakan oleh R. Atang  Ranoemihardja  memberi  arti  

bahwa  hak  pengelolaan  bersifat  alternatif, dimana  hak  pengelolaan  

obyektifnya  adalah  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh negara  yang  

diberikan  kepada  badan  hukum  pemerintah  atau     diberikannya kepada 
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pihak ketiga.
15

 

Definisi    resmi    mengenai    hak    pengelolaan    sendiri    

terdapat    didalam beberapa peraturan antara lain: 

a.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna 

Usaha,   Hak   Guna   Bangunan   Dan   Hak   Pakai   Atas   Tanah 

(selanjutnya disebut PP No 40/1996) 

b. Peraturan    Menteri    Negara    Agraria/Kepala    Badan    Pertanahan 

nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan 

pembatalan ha katas tanah Negara     Dan     Hak     

Pengelolaan(selanjutnya    disebut Permenag/KBPN No 9/1999) 

c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran 

Tanah (selanjutnya disebut PP No 24/1997) 

Peraturan tersebut menyatakan bahwa Hak Pengelolaan merupakan 

Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. 

Dalam tatanan hukum pertanahan nasional terdapat beberapa jenis 

hak atas tanah yang hak hak dimiliki oleh individu atau badan hukum. 

Meskipun dimiliki empunya namun tetap hak – hak atas tanah yang diberikan 

berada perizinan atau pemberian dari negara sebagai organisasi tertinggi yang 

menguasainya. Hak menguasai  negara  merupakan  hak  yang  pada  

                                                           
15

 Tauchid, Mochammad (2007) Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan 

Kemakmuran Rakyat Indonesia, Pewarta, Yogyakarta. 
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tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh negara sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat yang memeberikan wewenang kepada negara sebagaimana 

tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Pokok Dasar 

Agraria.Salah satu tingakatan hak – hak atas tanah adalah Hak menguasai   

Negara.   Pada  tingakatan   hak   –   hak   atas   tanah   menurut   Boedi 

Harsosno-sebagaimana  dikutip dari Muhammad Yamin Lubis   - 

memperkenalkan hak – hak atas tanah tersebut  dalam lima tingkatan  hak,  

yaitu  hak bangsa,  hak menguasai  negara,  hak ulayat,  hak perorangan  

(versi pasal 16  UUPA)  dan hak tanggungan,  serta  mengemukakan  perlu  

dipertegas  dan  dipertahankan  tentang penguasaan hak atas tanah dalam 

UUPA yang lima jenis dengan sistem berjenjang tersebut   agar   tetap  

diperoleh   batasan   kepemilikan   dan  tidak  menimubulkan penafsiran 

yang berbeda nantinya.
16

 

Hak   Menguasai   Negara   dari   negara   yang   dipunyai   negara   

sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan   

yang tertinggi yaitu : 

1. Mengatur    dan    menyelenggarakan    peruntukan,    

penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya 

2.  Menentukan dan mengatur hak – hak yang dapat dipunyai atas 

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu 

3.   Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara 
                                                           
16

 Ramli Zein 1995, Hak Pengelolaan dalam sistem UUPA, Jakarta : Rineka Cipta 67- 68 
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orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa. 

Dalam    Hak  Menguasai    Negara    pelaksanaannya    dapat    

dikuasakan kepada daerah daerah swatantra dan masyarakat – masyarakat 

hukum adat, sekedar diperlukan   dan   tidak   bertentangan   dengan   

kepentingan   nasional    menurut ketentuan – ketentuan Peraturan 

Pemerintah, artinya bahwa dalam melaksanakan kehidupan pada daerah – 

daerah adat maupun swatantra maka tanah – tanah yang terdapat tersebut  

dapat   diusahakan   dan   dipergunakan   oleh   masyarakat   yang berasal dari 

negara sekedar diperlukan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan aman 

maka hak menguasai negara tidak hanya  dikuasakan  kepada sebatas  yang 

disebutkan dalam Undang – Undang Pokok Agraria tetapidapat diserahkan 

kepada pemegang   haknya berupa Hak penguasaan   yang sudah dikonversi 

menjadi Hak pakai dan Hak Pengelolaan   jika dipergunakan   oleh 

perusahaan   itu   sendiri   dan diserahkan sebagian haknya kepada pihak 

ketiga. 

Jika  ditanya hubungan  Hak  Menguasai  negara  dengan  Hak  

Pengelolaan maka  dapat  dikaitkan  dengan  persoalan  kewenangan  dalam  

Hak  Pengelolaan, apabila pengertian Hak Pengelolaan tersebut dikaitkan 

dengan Konsep Hak Menguasai  dari  Negara  sebagaimana dimaksud  dalam  

pasal  2  ayat  (2) Undang- Undang  Pokok     agraria,     maka  timbul  
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Pertanyaan,     sebagian     pelaksanaan kewenangan yang mana yang 

diserahkan kepada pemegang hak pengelolaan tersebut?, kata sebagian dalam 

pengertian hak pengelolaan dapat diartikan dalam dua makna yaitu : 

1.   Wewenang Hak Menguasai Negara yang terdapat dalam Pasal 2 

ayat (2) Undang – Undang Pokok Agaria tidak dapat diserahkan 

atau dilepaskan seluruhnya  kepada pihak lain manapun. Dengan 

diberikannya  sebagian wewenang kepada pihak lain dengan Hak 

Pengelolaan, maka tanah tersebut tetap dalam penguasaan 

Negara. Apabila wewenang Hak Menguasai   Negaratersebut   

diserahkan   atau   dilepaskan   seluruhnya kepada pihak  lain   

dengan   Hak   Pengelolaan,    maka   hal   demikian jelas 

bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Undang  –  Undang  

Pokok 

Agraria dimana   negara   sebagai   organisasi   kekuasaan   dari   

seluruh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah 

2. Bahwa pelaksanaan  sebagai  kewenangan  oleh  pemegang  Hak 

Pengelolaan     bukan  berarti     menghilangkan     kewenangan     

hak menguasai negara yang dimiliki pemerintah, sehingga 

kewenangan pemegang   Hak   Pengelolaan   merupakan   sub   

ordinasi   dari   Hak Menguasai Negara yang dilakukan   oleh 

pemerintah   dan karenanya pemegang   Hak Pengelolaan tetap   
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tunduk   kepada   segala   peraturan yang dikeluarakan  oleh  

negara melalui pemerintah. 

Jadi, kaitan Hak Pengelolaan dengan Hak Menguasai  negara 

sebenarnnya sudah ada dalam peraturan semenjak timbulnya dari mulanya hak 

penguasaan atas tanah negara yang sudah dikonversi. Dalam kewenangannya 

meskipun Hak Pengelolaan  memiliki  kewenangan  yang  hampir  sama  

dengan  Hak  Menguasai negara yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) 

Undang – Undang Pokok Agraria, pemegang  Hak Pengelolaan  tetap  

tunduk kepada Hak Mengusasi  Negara   yang regulasinya atau kebijakannya 

dibuat oleh pemerintah pusat. 

Dalam Hak Menguasai negara cakupannya lebih luas dari hak 

pengelolaan yang  hanya  sekedar  pada  penggunaan  dan   peruntukan  

tanah.  Dan  terhadap pengertian “sebagai kewenangan” yang dilimpahakan 

kepada pemegang Hak Pengelolaan dari wewenang yang ada pada Hak 

Menguasai Negara adalah hanya tebatas pada peruntukan dan penggunaan 

tanah saja, tidak termasuk mengatur hak guna air dan hak guna ruang 

angkasa sebagaimana wewenang yang ada pada hak menguasai   dari   negara. 

 

D. Relasi Aktor 

 Secara  lebih  makro  konsep  Anderson  adalah  diungkap  bahwa  aktor 

kebijakan   meliputi   aktor   internal   birokrasi   dan   aktor   eksternal   yang   
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selalu mempunyai konsern terhadap kebijakan. Mereka dapat terdiri dari aktor 

individu maupun  kelompok  yang  turut  serta  dalam  setiap  perbincangan  dan  

perdebatan tentang  kebijakan  publik.  Dengan  demikian dapat  dipahami  

bahwa makna aktor dalam  kaitannya  dengan  kebijakan  publik  selalu  terkait  

dengan  pelaku  dan penentu terhadap suatu kebijakan  yang berinteraksi dan 

melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik. 

Merekalah pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan  yang 

akan dilakukan oleh birokrasi yang di dalam proses interaksi dan interrelasinya 

cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifatnya yang harmoni dalam 

proses itu sendiri.
17

 

Relasi   ada   pola   hubungan   antara   satu   aktor   dengan   aktor 

lainnya. Relasi ini didasari atas proses Interaksi yang terjalin diantara 

keduanya. Interaksi yang terjadi umumnya berbentuk kerjasama (cooperation) 

dan bahkan pertikaian atau pertentangan (competition). Gillin dalam Soekanto 

menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya 

interaksi sosial yaitu:
18

 

1.   Asosiatif, interaksi ini adalah pola interaksi dengan menajaga hubungan 

baik     diantara     kedua     aktor.     Seperti,     Kerjasama, akomodasi, 

asimilasi 

                                                           
17

 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Properti Di Indonesia 

termasuk kepemilikan rumah oleh orang asing, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.16 
18

 Ibid, 
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2.   Disosiatif,   pola   interaksi   ini   memungkinkan   kompetisi   diantara 

keduanya. Seperti kontraversi, pertentangan dan pertikaian. 

Kemudian    Stone    menjelaskan    4    tipologi    dalam    penggunanan 

kekuasaan antar institusi :
19

 

1. Decisional, interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau 

wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang 

terlibat untuk memperjuangkan     kepentingannya     atau     

dalam konteks kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan 

pilihan akhir kebijakan. 

2. Anticipated reaction, interaksi yang bersifat langsung namun yang 

terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber 

daya pada situasi tertentu 

3.   Nondecision     making,    interaksi        yang    diidentifikasi     

adanya kelompok yang kuat atau mayoritas berupaya 

mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat 

melibatkan pihak ke tiga atau eksternal untuk mendukung 

salah satu aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi bagian 

dari kekuasaan dan kepentingan elite. 

4.   Systemic,  interaksi  yang  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  

oleh system  seperti    sistem    politik,    ekonomi,    sosial. 

                                                           
19

 Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor dalam proses perumusan kebijakan publik (Graha 

Ilmu, Yogyakarta 2011) 50 
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Hal ini diidentifikasikan melalui perilaku elite/ pejabat yang 

berpihakkepada kelompok  kepentingan  tertentu.  Dalam  tipe interaksi  ini 

penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang 

menempatkan pejabat public pada posisi tengah. 
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BAB III 
 

 
 

SETTING PENELITIAN 
 

 
A.   Sejarah Surat Ijo 

 

 

Sejarah  kemunculan  Surat  Ijo  diawali  pada  tahun  1970  -  1980-an 

ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalankan program “pemutihan” 

tanah bagi warga Surabaya. Program Pemkot yang seolah - olah  enak  didengar 

itu   kenyataannya   justru   mencaplok   tanah   -  tanah warga     yang     semula 

secara    hukum    adat     dianggap     sah    sebagai kepemilikan  menjadi  tanah 

aset  Pemkot  Surabaya  dengan dikeluarkannya  Surat  Ijin  Pemakaian  Tanah 

yang  sampulnya   berwarna hijau  (Ijo).  Pada  saat  itu,  warga  Surabaya  yang 

kebanyakan  awam soal hukum menyadari bahwa program “pemutihan” Pemkot 

itu  untuk  mengangkat   status  kepemilikan  tanahnya  dari  tanah  kepemilikan 

secara hukum adat menjadi tanah kepemilikan secara hukum formal. Ironisnya, 

banyak   warga  Surabaya  yang  mengadakan   syukuran  karena  merasa status 

tanahnya  telah  meningkat. 

Pihak   Pemkot   memang   menyebarkan  isu  dan  pemahaman  kepada 

warga  bahwa  urut-  urutan  pengurusan  tanah  yaitu     diSurat-Ijokan     dulu, 

kemudian     di-Hak     Guna     Bangunan     (HGB)-  kan,   baru   terakhir     bisa 

disertifikat   hak milik-kan.  Alhasil,  warga  yang kebanyakan awam hukum itu 

bukannya  mengajukan  permohoann  pendaftaran       tanahnya       ke     Badan 
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Pertanahan    Nasional   (BPN)  agar diterbitkan   tanda  bukti  hak  atas   tanah 

berupa   sertifikat     hak    milik melainkan  ke Pemkot  Surabaya  yang  sedang 

melakukan program “pemutihan”  dengan  menerbitkan  Ijin  Pemakaian  Tanah 

yang    hingga  saat  ini  disebut  Surat  Hijau  (Ijo).  Program  “pemutihan”  oleh 

Pemkot itu baru   disadari   di  kemudian   hari  oleh   warga   sebagai   jebakan. 

Bahwa  warga     Surabaya      menandatangani      pernyataan      bahwa     tanah 

mereka adalah milik Pemkot Surabaya dan tidak akan keberatan apabila Pemkot 

meng-HPL-kan tanah tersebut. Lalu berkas itu ditandatangani   pada saat 

pengambilan  Surat  Ijo dan warga tidak  diberi tembusannya. 

Akhirnya Pemkot mendaku/mengklaim tanah-tanah  warga sebagai aset 

Pemkot  sehingga  warga  diharuskan   membayar  uang  sewa  per  bulan  bagi 

tanah milik  Pemkot  yang  dihuni.  Tindakan  Pemkot  itu  kemudian  diperkuat 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan 

meloloskan       peraturan       dan      kebijakan       untuk       melegalisasi       dan 

melegitimasi  penguasaan  (pencaplokan)  tanah-tanah   warga tersebut.  Adapun 

tanah dibawah Surat Ijo itu bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok Yaitu:1
 

1.   Kelompok  dimana Pemkot Surabaya belum    sempat    memperoleh 

sertifikat HPL, seperti dikawasan Jagir, Ngagelrejo dll. 

2.    Kelompok  dimana  Pemkot  Surabaya   telah  berhasil     memperoleh 

 
sertifikat HPL berdasarkan Surat Keputusan menteri Agraria. 

 
 

 
1 PMPMHMT, Permasalahan Surat Ijo Di Kota Surabaya 
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3.   Kelompok  dimana  Pemkot  Surabaya  telah  memiliki  sertifikat  hak 

pakai sejak tahun 1974. 

 
 
 

Permasalahan  hukum yang timbul  adalah pernyataan  Walikota 

Surabaya  bahwa pemegang  Surat Ijo itu oleh BPN telah  diakui sebagai akta 

pelepasan  hak  pemegang  Surat Ijo  untuk  tidak  mengajukan  Sertifikat   Hak 

Milik    atas    tanahnya    yang   sudah   puluhan    tahun    mereka   diami   dan 

pernyataan  Walikota  Surabaya  tersebut  sekaligus  sebagai  penyerahan tanah 

miliknya   untuk   diserahkan   kedalam   “penguasaan”   Pemkot Surabaya.2 

Peristiwa hukum itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pemegang 

Surat Ijo itu,  namun  kenyataan  telah  menimbulkan  akibat  hukum bagi kedua 

belah  pihak.  Adapun  akibat  hukum itu  antara  lain  adalah pemegang   Surat 

Ijo   telah      kehilangan      kepemilikan      tanahnya      dan     wajib membayar 

restribusi    kepada    pemegang    hak  penguasa    atas    tanah    yaitu  Pemkot 

Surabaya,     sedang     Pemkot     Surabaya     menganggap      telah   memenuhi 

pemohonan    warga    pemegang    Surat Ijo    ketika    mengajukan permohonan 

Sertifikat  Hak Milik atas tanahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ibid, 
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B.   Data Tanah Surat Ijo Surabaya 

 
Tabel 3.1 

 
Data Tanah Surat Ijo Yang Dikuasai Pemkot 

Surabaya 
 
 

No Lokasi Jenis Hak Keterangan 

1 Bubutan, Genteng, 

Simokerto, 

Wonokromo,Gubeng, 

Tambaksari, Pabean 

cantikan, 

Krembangan,Semampi 

r,Prigen 

Hak Pakai 

522.249,00m2 

Dikuasai sejak 

Th.1974 hingga 

saat ini 

2 Tegalsari, Genteng, 

Bubutan, Tambaksari, 

Wonokromo, 

DukuhPakis, Sawahan, 

Rungkut, Tenggilis 

Mejoyo, Gubeng, 

Benowo, Semampir, 

Pabean, Krembangan 

Hak Pengelolaan 

6.811.785,00m2 

Dikuasai sejak 

Th. 1977 hingga 

saat ini. 

3 Bubutan,Genteng, 

Simokerto, Wonokromo, 

Sawahan, Tambaksari, 

Krembangan, Pabean, 

Semampir 

Bekas Eigendom 

4.298.569,00 m2 

Dikuasai sejak 

1923 hingga 

sekarang 

4 Kecamatan 

Wonokromo (Jagir, 

Ngagel rejo) 

Hak Tidak Jelas 

Jagir 5791930m2 

Ngagelrejo 

1271989 m2 

Dikuasai sejak 

Th.1995 hingga 

sekarang 

5 Bubutan, Genteng, 

Simokerto, 

Tambaksari, Semampir 

Besluit 

410634.26m2 

Dikuasai sejak 

tahun 1971 

hingga sekarang 

6 Gubeng, Karangpilang, 

Sukomanunggal, 

Tandes,Asemrowo 

Berita acara 

P2TUN 

714267.50m2 

Dikuasai sejak 

1971 

7 Genteng, Tanah Negara Dikuasai sejak 
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Simokerto,Bubutan,Gu 
beng, 

Tambaksari,Sukolilo,R 

ungkut,Semampir,Kre 

mbanga 

dalam 
Pengellolaan 

1077777.95m2 

1925 hingga 
sekarang 

Luas tanah yang dikuasai pemkot 15.686.414,72 m2 
                     Surat Ijo Seluas 12.961.486 m2 

(1.276,15 Ha) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sumber:Data GPHSIS 
 
 

 

C.   Deskripsi Lokasi Penelitian 
 

 

1.   Kondisi Geografis Kecamatan Gubeng Kota Surabaya 
 

 
 

Kecamatan Gubeng adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota 

Surabaya. Kecamatan Gubeng terletak pada ketinggian 3 meter diatas 

permukaan laut, suhu udara 32 derajat Celcius dan dengan    intensitas curah 

hujan 2000 mm per tahun. Kecamatan Gubeng Surabaya ini memiliki luas 

wilayah  sebesar     959.579  Ha.     Berikut     adalah     batas-batas     wilayah 

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.2 

 
Batas Wilayah Kecamatan Gubeng 

 

Batas Keterangan 

Sebelah Utara Kecamatan Tambaksari 

Sebelah Timur Kecamatan Mulyorejo 

Sebelah Selatan Kecamatan Wonocolo 

Sebelah Barat Kecamatan Genteng 
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Sumber: Buku Besar Kecamatan Gubeng dalam angka 2016 
 

 
 

Dengan  luas  wilayah  sebesar  294.218  Ha,  digunakan  sebagai 

perumahan   sebesar   742.816 Ha,   perdagangan   sebesar   98,808  Ha. 

Perkantoran sebesar 4.451M2, fasilitas umum sebesar 86,712 Ha dan lain-lain 

sebesar 40 Ha. 

Gambar 3.1 

Peta Wilayah Kecamatan Gubeng 
 

 
Sumber: Peta kecamatan 

 

Secara administratif Kecamatan Gubeng ini mempunyai 6 kelurahan 

yakni sebagai berikut: 

1.   Kelurahan Gubeng 
 

 

2.   Kelurahan kertajaya 
 

 

3.   Kelurahan Pucang Sewu 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

4.   Kelurahan Baratajaya 
 

 

5.   Kelurahan Mojo 
 

 

6.   Kelurahan Airlangga 
 

 
Sedangkan   untuk   jarak   orbitrasi   (Jarak   pusat   pemerintah 

 
Kecamatan) Kecamatan Gubeng adalah sebagai berikut: 

 

 
 
 

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota          : ±4Km 
 

 

Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi       : ±10Km 
 

 

Jarak dari Ibukota Negara                            : ±900Km 
 

 
2.    Kondisi Pertanahan Kecamatan Gubeng Surabaya 

 
Kondisi demografis meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, 

serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibar kelahiran, 

kematian, migrasi, serta penuaan. 

a)  Status Pertanahan 
 

Dari data yang penulis dapatkan di lapangan, untuk status 

pertanahan yang ada di Kecamatan Gubeng akan dipaparkan dalam 

tabel 3.3 dibawah ini : 
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Tabel 3.3 

Status Pertanahan Kecamatan Gubeng 
 

Keterangan Luas 

Sertifikat Hak Pakai 3 Sertifikat 

Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan 16 Sertifikat 

P2TUN 2 Sertifikat 

Tanah Dikuasai Negara 2 Sertifikat 

Sumber: Buku Besar DPBT dalam angka 2016 
 

 
 

b)  Status Izin Pemakaian Tanah 
 

Dari data yang penulis dapatkan di lapangan, untuk status izin 

pemakaian tanah dalam hal ini adalah pemegang surat ijo  yang ada 

di Kecamatan Gubeng akan dipaparkan dalam tabel 3.4 dibawah ini : 

Tabel 3.4 

Status Izin Pemakaian Tanah 

 
Keterangan Luas 

Izin Pemakaian Tanah 12.168 persil 

Total Luas IPT 2.120.655 M2 

Sumber: Buku Besar DPBT dalam angka 2016 
 

c)   Keadaan Sosial Budaya 
 

Kecamatan Gubeng merupakan salah satu Kecamatan besar 

yang berada di Kota Surabaya. Karena letaknya yang strategis berada 

di dekat pusat kota. Kecamatan Gubeng menjadi kecamatan multi etnis 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

yang kaya akan budaya. Kecamatan Gubeng menjadi salah satu 

kawasan di Kota Surabaya yang banyak didatangi pendatang dari 

berbagai belahan nusantara. Suku-suku pendatang itu tinggal menetap 

dan telah bercampur baur dengan masyarakat asli sehingga Kecamatan 

Gubeng sampai saat ini dihuni oleh berbagai macam etnis, seperti : 

Melayu,   Madura,   Batak,   Kalimantan,   Cina,   Papua,   dan   lain 

sebagainya. Namun demikian, masyarakat Kecamatan Gubeng tetap 

didominasi oleh etnis Jawa, Madura, dan Cina. Suku-suku yang ada di 

Kecamatan Gubeng ini hidup secara harmonis dan toleran antara satu 

suku dengan yang lain. 

Kedinamisan penduduk di Kecamatan Gubeng tidak hanya 

dilihat  dari  segi  etnisnya saja melainkan  juga  kehidupan beragama 

yang dijalani masyarakatnya. Hubungan antar umat beragama ditandai 

dengan kerukunan, saling menghargai, dan saling menghormati dalam 

menjalankan ajaran agama masing-masing. Perkembangan tempat 

peribadatan  mengindikasikan  bahwa  kesemarakan  kehidupan 

beragama memiliki kebebasan dalam mengeskpresikan agamanya, 

sehingga  diharapkan  mampu  membentengi  segenap  lapisan 

masyarakat. Para pendatang dengan berbagai latar belakang yang 

berbeda-beda memberikan nuansa baru bagi kehidupan sosial dan 

budaya  penduduk  Kecamatan  Gubeng,  yaitu  penyelarasan  budaya 

antara pendatang dan penduduk asli. 
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Namun di sisi lain, perkembangan Kota Surabaya turut 

mempengaruhi karakteristik masyarakat Kecamatan Gubeng yang 

modern dan bersifat heterogen. Masyarakat Kecamatan Gubeng kini 

lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar dan bertoleransi 

tinggi. Mayoritas masyarakat Kecamatan Gubeng bekerja sebagai 

wiraswasta atau pengusaha. Di Kecamatan Gubeng sendiri banyak 

dijumpai pusat-pusat perdagangan jasa dan pertokoan. Mal-mal, rumah 

toko, rumah makan, hingga pedagang kaki lama dapat ditemui di 

sepanjang jalan Kecamatan Gubeng. 

Pola   permukiman   di   Kecamatan   Gubeng   berawal   dari 

kampung-kampung yang berada di pinggiran Kota Surabaya. Kini 

Kecamatan Gubeng telah berkembang pesat dengan munculnya 

perumahan-perumahan elit maupun perumahan sederhana. Kecamatan 

Gubeng dahulu di kenal dengan Lingkungan Gubeng sebelum 

berkembang menjadi kecamatan. Kelurahan-kelurahan yang menjadi 

unitnya dahulu tergabung menjadi Lingkungan Gubeng, kecuali 

Kelurahan Baratajaya yang menjadi bagian dari Lingkungan Ngagel. 

Meskipun tedapat kesenjangan sosial yang cukup tinggi yang ada pada 

masyarakat Kecamatan Gubeng, namun demikian belum pernah terjadi 

konflik karena perbedaan status ekonomi. Penduduk di Kecamatan 

Gubeng sebagian besar berasal dari perumahan mewah yang sekarang 

ini mendominasi kawasan. Untuk penduduk yang bertempat tinggal di 
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perumahan, sebagian besar mengkluster sendiri dan tidak ada interaksi 

dengan masyarakat yang ada di permukiman kampung. Hal ini juga 

didukung dengan adanya pembatasan akses yang berupa tembok 

pemisah antara perumahan terencana dengan permukiman kampung. 

Sehingga interaksi sosial antar dua golongan tersebut sangat jarang 

terjadi. 

Kegiatan kemasyarakatan cenderung dilakukan di kawasan 

perkampungan, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di 

perumahan memiliki tingkat individualisme yang tinggi dan tingkat 

partisipasi kegiatan yang rendah karena fokus mereka adalah pada 

peningkatan ekonomi. Hubungan sosial antar masyarakat relatif erat, 

sifat   kebersamaan   dan   kegotong-royongan   masih   cukup   baik, 

khususnya di area perkampungan atau permukiman non formal. 

d)  Keadaan Sosial Politik 
 
 

Keadaan  sosial  politik merupakan  suatu  gambaran  terhadap 

pola- pola interaksi masyarakat dalam menentukan pandangan- 

pandangan politiknya. Keadaan sosial politik biasanya mencakup pola 

interaksi masyarakat sehari-sehari juga mencakup afiliasi politik. 

Pada ranah sosial politik, masyarakat Kecamatan Gubeng 

tergolong   orang-orang   yang   melek   politik.   Mereka   mencoba 

menjadi warga negara yang demokratis. Saat momentum pemilu tiba 
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maka mayarakat Kecamatan Gubeng menyambutnya dengan baik, 

mereka selalu ikut andil dalam menyalurkan hak suara nya. Untuk 

tingkat golput di wilayah Kecamatan Gubeng juga rendah. 

Berikut ini penulis sajikan data yang merupakan hasil pemilu 

legislatif tahun 2014 di wilayah Gubeng 

Tabel 3.4 

Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2014 
 

No Partai Perolehan Suara 

1 PDI-P 5686 

2 Golkar 1242 

3 Gerindra 2372 

4 Nasdem 434 

5 PKB 2783 

6 PKS 1853 

7 Demokrat 2427 

8 PAN 2959 

9 PPP 1507 

10 Hanura 979 

11 PBB 117 

12 PKPI 124 
 

Sumber: KPU Surabaya 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa PDI-P 

mendapatkan suara yang lebih unggul dibandingkan partai lainnya di 

wilayah Kecamatan Gubeng. Partai berideologi nasionalis ini mendapat 

hati masyarakat Gubeng. dapat disimpulkan bahwa masyarakat di 

Kecamatan Gubeng adalah basis masa dari partai PDI-P. 
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BAB IV 
 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 
 

Data-data yang diperoleh oleh peneliti adalah data yang sesuai dengan hasil 

observasi serta wawancara di lapangan, secara sistematis disusun untuk 

menjelaskan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Beberapa 

Informan yang di temui, memberikan gambaran serta penjelasan mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan polemik surat ijo di Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti 

memandang permasalahan mengenai polemik yang terjadi atas surat ijo di kota 

Surabaya Khususnya di wilayah Kecamatan Gubeng. Sehingga peneliti dapat 

menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

 

A.  Pandangan masyarakat pemegang surat ijo wilayah gubeng kota 

Surabaya dalam hak pengelolaan lahan yang dimiliki pemerintah kota atas 

surat ijo. 

 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk 

kelangsungan hidup manusia. Persoalannya tanah merupakan sumber daya alam yang 

terbatas dan saat ini semakin terus berkurang. Masalah tanah erat sekali hubungann ya 

dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan   hidupnya. 

Bagi   masyarakat   Indonesia   hak   atas   tanah   dan benda- benda     yang    ada 

diatasnya   merupakan   hukum     yang   penting,   demi tercapainya kemakmuran  
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dan kesejahteraan rakyat. 

Sebagai salah suatu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Tanah 

sebagai media untuk mendirikan tempat tinggal guna keberlangsungan hidup. Tetapi 

fenomena yang  berbeda  terjadi  di  kota  Surabaya,  tanah  menjadi  hal   yang 

diperebutkan oleh pemkot dan masyarakat. Tanah tersebut adalah tanah yang 

bersurat ijo. Polemik tanah surat ijo merupakan masalah  yang terbilang cukup 

lama. Sejak tahun 1999 masyarakat pemegang surat ijo menuntut pemerintah kota 

untuk memberikan hak milik atas surat ijo yang mereka tempati, namun pemerintah 

kota Surabaya  berdalih  bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah kota 

dengan berdasarkan hak pengelolaan yang dimilikinya. 

Polemik pertanahan terbesar di Surabaya adalah mengenai adanya Surat ijo 

(izin pemakaian tanah), dikatakan polemik terbesar sbeab dari 31 kecamatan yang 

ada di Kota Surabaya 23 Kecamatan tanahnya bersurat ijo. dari  160  kelurahan  

,  88 kelurahan nya bersurat ijo. dan tercatat kurang lebih 70.000 KK pemegang 

surat ijo di Surabaya. Izin pemakaian tanah tanah ini memberatkan warga Surabaya 

karena mereka diharuskan membayar retribusi atas tanah yang mereka gunakan 

tersebut, padahal tanah tersebut telah ditempati warga secara turun temurun. 

 Awal mula terjadinya konflik yang berkepanjangan antara pemkot dengan 

masyarakat pemegang surat ijo, adalah sebagai berikut: 

“Pada tahun 1980 bulan september kalau tidak di urus maka 

dijadikan tanah negara. Jadi sudah resmi menjadi tanah 

negara sejak 24 September 1980. Berarti selama itu tidak ada 

yang menggugat walikota. Kemudian walikota  menyusun 
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tim pengkajian 1997 walikota Sunarto, setelah membentu tim 

pengkajian semua tanah yang terdaftar dalam buku pemkot 

menjadi tanah aset milik pemkot.  Itu salahnya disitu. Jadi 

kalo kita mau bikin laporan jangan lupa keppres no 32 no 

1979 yang lebih kuat sebenarnya tanah yang dibawah HPL. 

Itu seperti di tanah di Ampel tapi ditarik uang retribusi juga”
1
 

 

Tanah yang bersurat ijo tersebut merupakan tanah partikelir bekas 

penjajahan Belanda yang kemudian saat ini di kelola oleh pemkot Surabaya dengan 

pemberian Hak Pengelolaan Lahan. Berkaitan dengan hal ini para informan 

memberikan informasi bahwa: 

“Jadi surat ijo adalah istilah pemberian izin pemakain tanah 
dengan map  warna hijau.  Nah  tanahnya ini  adalah  bekas  
tanah partikelir gementee Surabaya dahulu. Juga ada yang dari 
bekas tanah kas desa, pemberian hak eigendom pada masa 
kolonial belanda dulu. Jadi surat ijo Cuma sebutan untuk map 
nya berwarna ijo. nah sebnernya ipt itu ga hanya warna ijo saja 
melainkan ada yang warna kuning. Untuk yang berwarna hijau 
izinnya selama 5 thun kalo kuning selama 2 tahun. Trus ada jg 
yg  20  tahun.  Jadi  knapa  kok  kita  terbitkan  warna kuning 
filosofi nya itu sama dengan lampu merah itu, kalau kuning 
kan hati-hati.Jadi karena dalam jangka dekat akan ada 
pembangunan di daerah yang diberikan IPT tersebut”

2
 

 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Hardi: 

 

 “jadi dulu tanah disini ini Punyanya tuan tanah Baswedan. 

Kemudian karna kemerdekaan itu mestinya hak eigendom 

tersebut berlaku sampai tahun 1958. Kemudian dengan berlaku 

nya  UUPA  itu  tanah bekas eigendom partikelir kembali 

menjadi milik negara. Tetapi oleh pemkot tanah ini tidak 

diberikan pada warga atau warga sendiri tidak ngerti tentang 

tanah itu, akhirnya dikuasai pemkot. Tapi seharusnya dalam 

uupa itu dijelaskan   diberikan pada rakyat yang menempati 

tanah  itu.  tapi  warga  tidak  tahu.  Akhirnya  pemkot  menarik 

uang sewa kepada warga yang menempati tanah eigendom 

partikelir tersebut. Nah ini berlaku sejak walikota dahulu. Pada 

masa jabatan sunartosumoprworo. Pemkot mengajukan hpl ke 

                                                           
1
 Padi Hs, Wawancara, Gubeng 05 Agustus 2017 

2
 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 
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direktorat agraria”
3
 

 

Narasumber lain juga mengungkapkan hal yang serupa : 

 

“dari tanah pertikelir penjajahan belanda, hak yang dimiliki 

pemkot atas surat ijo ini macem-macem, dari bekas 

eigendom, tanah besluit, hak pengelolaan lahan.”
4
 

 

dan diperkuat dengan pernyataan berikut : 

 
“Karna ini tanah turun temurun dari kakek saya jadi saya 

hanya tau sebatas dari informasi dari kakek bahwa tanah yang 

bersurat ijo itu tanah bekas masa penjajahan Belanda.”
5
 

 

Dari penjelasan para narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa asal 

mula tanah yang bersurat ijo merupakan tanah bekas kolonial belanda yang ada di 

Surabaya. Selanjutnya pemberian surat ijo atau izin pemakaian tanah untuk 

masyarakat ini menuai banyak kontroversi, pasalnya pemkot yang hanya 

memiliki hak pengelolaan. Menurut R. Atang Ranoemihardja adalah hak atas tanah 

yang dikuasai negara dan hanya dapat diberikan kepada badan hukum atau 

pemerintah daerah baik dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk 

kepentingan pihak ketiga. Pengertian Hak pengelolaan yang dikemukakan oleh R. 

Atang Ranoemihardja memberi arti bahwa hak pengelolaan bersifat alternatif, 

dimana hak pengelolaan obyektifnya  adalah  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  

negara     yang  diberikan kepada   badan   hukum   pemerintah   atau   

diberikannya kepada pihak ketiga.
6
 

                                                           
3
 Hardi, Wawancara. Gubeng 05 Juli 2017 

4
 Bambang Sudibyo, Wawancara. 10 Juni 2017 

5
 Della, Wawancara. Gubeng 20 Juli 2017 

6
 Ramli Zein 1995, Hak Pengelolaan dalam sistem UUPA, Jakarta : Rineka Cipta 67- 68 
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Pemkot dengan berani menyewakan tanahnya dan mengakui bahwa ini 

adalah aset milik kota. Bahkan sebelum pemkot memperoleh hak pengelolaan lahan 

pemkot sudah  berani  menarik  uang  sewa kepada masyarakat.  Hal  ini  

berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Hardi, selaku masyarakat surat ijo di 

wilayah Gubeng : 

“Nah  Pada  masa  jabatan  Walikota  Sunarto  sumoprawiro 

pemkot mengajukan hpl ke direktorat agraria. Sebelum ada 

HPL itu pemkot sudah menarik uang sewa, tapi ditegur oleh 

gubernur, bahwa itu tidak benar karna tidak ada di undang- 

undang  dan  sangat  cacat  hukum, Karna  belum  memiliki  

hpl dan harus mengajukan hpl. Kemudian Dalam 

permohonan pengajuan   hpl   itu   seolah-olah   tanah   

masih kosong,   hpl   kan diberikan pada badan non 

pemerintah dengan ketentuan tanah yang masih kosong dan 

tidak ada yang menempati. Jadi pemkot sebetulnya 

melanggar aturan pengajuan hpl”
7
 

 

Jika kita pahami lagi pernyataan dari bapak hardi maka terjadi jelas terlihat 

telah terjadi kesalahan prosedur atas pengajuan HPL yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Surabaya. sebab ketentuan pada poin tanah yang diajukan HPL 

tersebut itu sudah ada yang warga yang menempati. Tetapi mengapa pihak 

direktorat agraria pada saat itu memberikan HPL kepada pemkot. Selanjutnya 

ketika masyarakat menayakan hal ini kepada BPN sebagai  lembaga  tertingi  negara  

yang  mengurusi  masalah  tanah, mereka tidak  memberikan  tanggapan  dan  

malah  mengarahkan  untuk  bertanya kepada pihak pemkot saja. Dapat dikatakan 

telah terjadi permainan antara pemkot dengan diraktorat agraria pada saat itu, hal 

ini berdasarkan hasil wawancara dari bapak Bambang Sudibyo: 

                                                           
7
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“harusnya memang masalah tanah itu  yang mengatur 

BPN, tetapi ketika kita menanyakan nya kepada BPN, orang 

BPN malah menyuruh kita bertanya kepada pemkot. Kan 

sudah jelas lembaga tertinggi negara yang berwenang dalam 

urusan tanah itu BPN kok malah kita yang disuruh nanya 

ke pemkot. Nah ada apa ini sebenarnya”
8
 

 
Disisi lain pemkot juga mengakui bahwa bahwa tanah yang bersurat ijo  di 

Surabaya ini merupakan asetnya, tetapi pada pihak pemkot sendiri tidak 

memiliki cukup bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Sehingga wajar jika 

masyarakat pemegang surat ijo melakukan gerakan-gerakan  untuk pembeasan   

tanah    yang bersurat  ijo  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara dengan 

ibu indah dan bapak bambang : 

“ngotot kalo dia yang punya aset atas tanah tersebut, tapi 

pemkot belum punya bukti kalo tanah itu memang asetnya. 

Juga katanya tanah ini sudah masuk daftar inventaris barang 

milik daerah. Dalam PP 24 tahun2005 itu jelas dikatakan 

bahwa aset atau barang daerah itu adalah sesuatu yang dibeli 

dari dana APBD atau APBN, atau merupakan hibah dari 

seseorang. Nah kemudian jika pemkot tidak memiliki bukti 

aset tersebut mereka malah berani menyewakan tanah kepada 

masyarakat, ya ini jelas salah besar tidak boleh itu, itu bisa 

dituntut  dengan UU mengenai grativikasi.”
9
 

 

Hal ini sejalan dengan yang dikatan oleh bapak hardi: 

 

“Kalo saya mengatakan itu tidak pada tempatnya karena 

tanah ini bekas   eigendom   seharusnya   milik   warga,   

seharusnya pemkot mengatur dan memberitau warganya dalam 

hal tanah untuk  warga. Seharusnya   begitu   tapi   pemkot   

malah membodohi masyarakat dengan   alat HPL yang 

dimilikinya tersebut”
10

 

 

                                                           
8
 Bambang Sudibyo, Wawancara. 10 Juni 2017 

9
 Ibid 

10
 Hardi, Wawancara. Gubeng 05 Juli 2017 
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Hal ini sejalan dengan peernyataan Ibu Della: 

 
“yang mendasari semua ini menurut saya keangkuhan pemkot 
ya mas, mereka bener-bener nganggep bahwa ini tanah 
miliknya asetnya dan berhak melindungi aset tersebut dengan 
apapun caranya, sehingga warga kayak saya ini menempuh 
jalan yang sulit untuk mendapatkan sertifikat hak milik 
tersebut…….itu gak bener mas, harusnya dia ada  kejelasan 
mengenai tanah ini. Pemkot sebenarnya gak punya bukti yang 
kuat atas kepemilikan surat ijo di Surabaya ini.”

11
 

 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Padi : 

 
“Duduk wekmu kok disewakno piye nalare, GPHSIS bukan 
milik orang-orang gak genah. justru gerakan ini membantu 
pemkot. Nek iki duduk wekmu iki ojok disewakno nek wekmu 
buktine duduhno rakyat. Jangan ngomong wek e pemkot tapi 
gak duwe bukti.”

12
 

 

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa pemkot tidak 

memiliki cukup bukti untuk mengakui bahwa tanah yang besurat ijo adalah aset  

milik  Kota Surabaya. dengan hanya memiliki bekal Hak Pengelolaan Tanah 

tersebut pemkot justru memungut biaya sewa tanah yang bersurat ijo itu. pihak 

pemkot mengatakan bahwa mengkombinasikan 2 peraturan sebagai dasar 

pemungutan uang sewa, yakni peraturan mengenai HPL dan peraturan 

pengelolahan barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

ibu Indah berikut ini : 

“Sebenarnya  ada perdebatan,  tanah  tidak  boleh  di  sewakan 

dalam aturan hukum agraria, juga tanah aset pemkot itu tidak 

untuk dimiliki tp untuk di kelola. Sedangkan di peraturan 

barang milik daerah kita boleh meinjamkan atau menyewakan 

nya.  Jd  kita  kombinasikan  2 peraturan tersebut dalam surat 

ijo ini”.
13

 

 

                                                           
11

 Della, Wawancara Gubeng 20 Juli 2017 
12

 Padi Hs, Wawancara Gubeng 05 Agustus 2017 
13

 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 
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Penarikan uang retribusi untuk pembayaran sewa ini sangat membebani 

masyarakat pemegang surat ijo di Surabaya, pasalnya selain membayar retribusi 

masyarakat juga dibebani oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Harusnya ketika masyarakat dibebani uang sewa, maka yang membayar PBB 

adalah pemilik tanah tersebut, atau dalam hal ini pemkot Surabaya. hal ini 

berdasarkan wawancara dengan narasumber berikut ini: 

“nah, iya itu pemkot kan bilang bahwa ini merupakan aset 

nya, sedangkan kita tetap dikenakan biaya retribusi untuk 

penyewaan tanah tesebut, jadi kita bayar 2 kali udah bayar 

uang sewa juga PBB kita yang bayar.   Harusnya jika kita 

udah bayar sewa kenapa PBB itu dibenbankan lagi kepada 

kita, itu juga ketimpangan.”
14

 

 

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak hardi : 

 

“Adanya sewa tanah yang sangat memberatkan masyarakat. 

Krna 2 kali  pemungutan.  Udah  bayar  pbb  masih  disuruh  

bayar  sewanya. Walaupun sekarang namanya retribusi sama 

saja itu juga nama lain dr sewa tersebut.”
15

 

 
Dari kedua pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa masyarakat 

pemegang surat ijo merasa terbebani karena harus membayar dobel tanah mereka. 

Sedangkan untuk besarnya uang retribusi berbeda-beda untuk setiap pemegang surat 

ijo, tergantung pada wilayah dan luas tanah yang ditempati oleh masyarakat. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berikut ini : 

“Tarif retribusinya macem-macem ya mas, tergantung berapa 

luasnya juga. Tapi   untuk tanah yang digunakan usaha beda 

lagi. Stiap perpanjangan kita slalu cek ke lokasi agar tidak 

disalah gunakan oleh masyarakat tersebut. Ada klasifikasi 

                                                           
14

 Bambang Sudibyo, Wawancara. 10 Juni 2017 
15

 Hardi, Wawancara. Gubeng 05 Juli 2017 
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harga untuk penarikan retribusinya, yang jelas lebih murah 

yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi bisa di liat 

di PERDA No IPT 3 tahun 2016.”
16

 

Dari serangkaian penjelasan tersebut, yang menjadi garis bawah adalah hak 

pengelolaan obyektifnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara    

yang diberikan kepada   badan   hukum   pemerintah   atau    diberikannya kepada 

pihak ketiga. Dalam surat   ijo   yang  menajadi   polemik   adalah   pihak   pemkot   

tidak memberikan  tanah tersebut kepada pihak ketiga (pemegang surat ijo) namun 

malah menyewakan tanah surat ijo tersebut kepada masyakat kota Surabaya yang 

menempatinya. Dengan dalih bahwa ingin mengamankan dan merawat aset dari 

dana retribusi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Indah : 

“jadi Masyarakat nempati ga hanya nempati tapi juga 

membangun rumah, nah akhirnya kita biarkan dan akhirnya 

kita menyewakan ke masyarakat dengan membayar retribusi 

ke pemkot. Besarnya sesuai harga appraisal. Jadi istilahnya 

kita mengamankan aset biar mereka gak menggunakan 

seacara Cuma-cuma. Trus juga kita lebih mudah 

pengawasannya. Disisi lain kita juga tdk ingin melepaskan dg 

cepat, karna nanti jangka jika panjangnya kita akan  

membangun sd atau fasilitas umum lainnya kita bisa 

mengambil alih tanah tersebut. Jadi itu sih sepengetahuan 

saya mengenai surat ijo”
17

 

 

Jika  agraria  dikaitkan  dengan  politik,  maka  perlu  pemahaman  terlebih 

dahulu mengenai definisi politik. Politik dalam hal ini dimaknai sebagai kekuasaan 

(power). Dalam perspektif ini, fokus kajiannya adalah cara mengelola sumber daya 

atau agraria yang sudah ada. Hal itu bisa dilakukan apabila seseorang atau 

sekelompok orang mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur hal tersebut. 

                                                           
16

 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 
17

 Ibid 
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Dengan demikian, mereka mempunyai wewenang untuk mengatur sebuah kebijakan 

yang terkait dengan agraria. Pada kasus surat ijo ini terlihat bahwa pemkot 

Surabaya memiliki kekuasaan besar untuk mengatur hal berkaitan dengan 

permasalahan agraria, mereka juga memiliki wewenang untuk mengatur tanah yang 

di klaim sebagai aset milik kota Surabaya. 

 Narasumber lain memberikan pandangan mengenai arah kebijakan agraria 

yang ada di Indonesia saat ini, khususnya pada pemerintahan Presiden Jokowi: 

“Kebijakan jokowi nawacita juga berkaitan dengan tanah. Ini 

memang sangat straegis, tidak menutup kemungkinan bahwa 

Indonesia akan menuntut malaysa dan singapura, ya begitulah 

masalah tanah, tetapi bekali-kali saya katakan bahwa 

persoalan yang paling ini adalah tanah ini jane milik sopo?  Itu 

sbeenranya tanah tersebut tanah negara. Kalo pemerintah takut 

rakyat yang terjadi adalah demokrasi, tetapi kalo rakyat takut 

pemerintah yang terjadi tirani otoriter. Salah satu 

kesejahtreaan rakyat adalah masalah tanah. Karena 

kebutuhnapokok itu 3 asandang pangan papan.”
18

 

 

Selain itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan boleh jadi karena 

kepemilikan atas beberapa bagian agraria seperti tanah, air, atau pertambangan. 

Dari hal tersebut, seseorang mampu memberikan influence kepada orang lain 

supaya tunduk dalam artian orang-orang yang mempunyai resource tadi secara tidak 

langsung sedang mengelola kekuasaannya. Dalam hal ini masyarakat pemegang 

surat ijo memiliki kekuasaan atas kepemilikan tanah yang telah ditempati secara 

turun- temurun, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 
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pemegang surat ijo lainya. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat pemegang 

surat ijo mendirikan sebuah wadah atau organisasi untuk melakukan upaya 

perolehan hak milik atas tanah surat ijo. Salah satu organisasi yang masih eksis 

menjalankan upaya tersebut adalah GPHSIS. 

Pemungutan uang sewa atau retribusi kepada warga pemegang surat ijo ini 

sangat memberatkan warga, pasalnya warga diwajibkan membayar retribusi untuk 

tanah yang ditempati atas dasar pengakuan bahwa tanah ini merupakan aset pemkot 

surabaya,  sehingga  warga  yang  menempati  dan  mendirikan  bangunan  

diatasnya wajib membayar biaya tersebut. Alasan pemkot menarik retribusi adalah 

karena tidak ingin memberikan sewa secara cuma-cuma dan hal ini juga adalah salah 

satu langkah yang diambil pemkot untuk mengamankan aset miliknya. Hal ini 

berdasarkan wawancara dengan ibu Indah selaku kabag humas DPBT : 

“Masyarakat  nempati  tidak  hanya  nempati  tapi  juga 

membangun rumah,  nah  akhirnya  kita  biarkan  dan  

akhirnya kita menyewakan ke masyarakat dengan membayar 

retribusi ke pemkot. Besarnya sesuai harga appraisal. Jadi 

istilahnya kita mengamankan  aset  biar  mereka gak  

menggunakan  seacara Cuma-cuma. Terus juga kita lebih 

mudah pengawasannya. Disisi lain kita juga tdk ingin 

melepaskan dengan cepat, karena nanti jika jangka 

panjangnya kita akan membangun fasilitas umum lainnya kita 

bisa mengambil alih tanah tersebut.”
19

 

 

Dari pemaparan beberapa narasumber mengenai hak pengelolaan lahan yang 

dimiliki pemkot atas tanah yang bersurat ijo bahwa terjadi perbedaan pendapat 

antara pemerintah kota Surabaya dengan masyarakat pemegang   surat   ijo.   

                                                           
19

 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

 
 

Perbedaan pendapat  tersebut  menimbulkan  polemic yang berkepanjangan antara 

pemerintah kota dengan masyarakat Surabaya. Dalam ketegangan kasus surat ijo 

ini Menariknya, subjek-subjek tersebut bisa saling berkontestasi, bekerjasama, 

bahkan saling konflik karena ada ketimpangan (kepemilikan sumber daya yang 

berbeda-beda). Berangkat dari pengklasifikasin aktor-aktor yang terlibat dalam 

polemik   tanah   surat   ijo   di   Surabaya,  

Sitorus membagi  tiga tipe struktur  agraria. Ketiga tipe tersebut terdiri dari 

tipe kapitalis (sumber agraria dikuasai oleh non penggarap alias perusahaan), 

sosialis  (sumber  agraria  dikuasai  oleh  negara  atau  kelompok pekerja), 

populis  atau  neo-populis  (sumber  agraria  dikuasai  oleh  keluarga atau rumah 

tangga pengguna).
20

 Dari pengklasifikasian tipe struktur agraria menurut sitorus, 

maka dapat diketahui bahwa tipe struktur agraria dalam lingkup penelitian ini 

masuk dalam kategori tipe sosialis dimana sumber agrarian atau tanah dikuasai oleh 

negara dalam hal ini adalah pemerintah kota Surabaya. 

Setelah pemaparan beberapa keterangan dari narasumber maka di bawah ini 

merupakan pendapat masyarakat wilayah gubeng terkait hak pengelolaan lahan 

atas surat ijo: 

1.  Masyarakat menilai bahwa pemkot tidak memiliki bukti sah atas aset 

(dalam hal ini adalah tanah surat ijo) 

2.   Pemkot hanya memiliki hak untuk mengolah tanah (surat ijo) 

                                                           
20

 Bastian Widyatama, http://kompasiana.com/ Politik Agraria dalam Berbagai Perspektif 

( Diakses pada Sabtu 19 November 2016 13.29 WIB) 
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3.  Pada  pengajuan  hak  pengelolaan  tanah  tersebut  telah  terjadi 

kesalahan prosedur, bahwa seharusnya pengajuan hak pengelolaan 

tanah dapat diberikan apabila tanah tersebut kosong, sedangkan saat 

pengajuan  HPL  tanah  tersebut sudah   ditempati   oleh   warga 

surabaya. 

4.  Masyarakat  menilai  telah  terjadi  permainan  antara  BPN  dengan 

Pemkot Surabaya Bahwa tanah harusnya tanah bersurat ijo tidak boleh 

disewakan jika pemkot belum memiliki bukti kepemilikan tanah yang 

sah tersebut. 

Sedangkan kesimpulan yang didapat dari keterangan pihak pemkot Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemkot menganggap tanah dengan surat ijo merupakan aset milik kota 

karena memiliki bukti hak pengelolaan. 

2. Pemkot telah memasukkan tanah surat ijo dalam daftar inventaris atau 

barang milik daerah 

3. Pemkot menarik biaya retribusi kepada pemegang surat ijo atas 

landasan 2 peraturan yakni hak pengelolaan lahan dan barang milik 

daerah. 

Jadi, kesimpulan yang didapat atas rumusan masalah pertama mengenai 

pandangan masyarakat pemegang surat ijo wilayah gubeng kota Surabaya dalam 

hak pengelolaan lahan yang dimiliki pemerintah kota atas surat ijo adalah 
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masyarakat menilai bahwa pemkot Surabaya hanya mengakui tanpa memiliki bukti 

kepemilikan atas tanah yang bersurat ijo, masyarakat menganggap telah terjadi 

politisasi dan penggunaan wewenang yang atas hak pengelolaan lahan yang 

seharusnya tidak boleh disewakan kepada masyarakat. Kemudian untuk masalah 

peaturan mengenai peraturan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya juga 

dirasa sangat memberatkan masyarakat yang ingin memiliki hak kepemilikan atas 

tanah, sebagian beranggapan pemkot telah melakukan komersialisasi atas tanah 

yang bahkan ia tidak memiliki bukti kepemilikan. 

Disinilah letak politik agraria, yang menempatkan kekuasaan  sebagai  alat 

untuk  mempertahankan  sumber  daya.  Dalam  kasus  ini, pemkot yang memiliki 

kekuasaan  dan  wewenang,  telah  mengatur  sedemikian  rupa agar tanah  ini  

agar menjadi asetnya, namun disisi lain masyarakat juga memiliki rasa kepemilikan 

atas tanah yang ditempati sehingga mereka menggunakan alasan tersebut untuk 

memperjuangkan hak kepemilikan atas tanah surat ijo.Kemudian jika dianalisa dari 

data yang diperoleh dari lapangan, maka akan diperoleh dampak positif dan 

negative atas penyelesaian sengketa tanah surat ijo di Surabaya, dampak tersebut 

dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.1 
Dampak Positif dan Negatif perolehan sertifikat hak milik surat ijo 

 

 
 

No Dampak positif Dampak negative 
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1 Kesejahteraan            masyarakat 
 

pemegang   surat   ijo   

Surabaya akan maningkat 

Masyarakat   tidak   simpati   dan 
 

empati        terhadap        pemkot 
 

Surabaya 

2 Kredibilitas   pemkot   Surabaya 
 

akan    dijunjung    tinggi    

oleh warganya 

Hubungan      masyarakat       dan 
 

pemkot Surabaya tidak harmonis 

3 Ada  kejujuran  yang  tulus  dari 
 

pemkot       dalam       

penetapan ketentuan hokum 

Ada     penurunan     kepercayaan 
 

terhadap pemkot Surabaya 

4 Tecipta     hubungan      harmoni 
 

antara      masyarakat      

dengan pemkot Surabaya 

Terbukti bahwa pemkot Surabaya 
 

memobilisasi pendapatan daerah 

dengan menyewakan tanah yang bukan 

miliknya 

5 Pemkot dapat membuktikan 

bahwapelaksanaan 

pembangunanbenar-benar 

berpihak pada masyarakat 

Pemaksaan  terhadap  masyarakat 
 

yang terstruktur dilakukan oleh para 

elit dilingkungan pemkot Surabaya. 

 

 

 Konflik yang terjadi bermula dari perbedaan presepsi dan kepentingan antara 

pemkot Surabaya dan masyarakat emegang surat ijo. jika permasalahan ini dikaji 

dengan menggunakan framing Teori konflik maka akan tercipta suatu tatanan sosial 

yang dilihat sebagai manipulasi dan kontrol dari sekelompok orang yang dominan dan 

menganggap perubahan sosial terjadi secara cepat. Manipulasi dan kontrol yang 

dominan tercermin dalam tindakan yang dilakukan pemkot Surabaya dalam 

penanganan masalah surat ijo di Kota Surabaya. selanjutnya masyarakat tunduk pada 

proses perubahan yang diiringi dengan oleh pertentangan dari pihak masyarakat itu 

sendiri, terbukti dengan adanya LSM GPHSIS masyarakat bersatu melakukan 
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pertentangan yang nantinya akan melahirkan perubahan-perubahan positif terkait 

dengan permasalahan surat ijo di Surabaya. 

Simmel berpendapat bahwa kekuasaan otoritas atau pengaruh merupakan sifat 

kepribadian individu yang bisa menyebabkan konflik. Menurut Dahrendrof 

kemunculan teori konflik pada awalnya merupakan reaksi atas munculnya teori 

struktural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. 

Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak mungkin akan selamanya 

berada pada titik keteraturan.
21

 Hal tersebut terlihat di dalam masyarakat manapun 

yang pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan-ketegangan. Seperti halnya 

pada masyarakat pemegang surat ijo kota Surabaya yang menuai ketegangan dengan 

pemkot. Kemudian teori konflik  juga  melihat  adanya  dominasi,  paksaan,  dan  

kekuasaan  dalam masyarakat. Dominasi dan kekuasaan yang dimiliki pemkot 

Surabaya membuat masyakat melakukan bebrapa perlawanan. 

Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbanga 

antara hubungan-hubungan masyarakat. Seperti, kesenjangan status sosial, kurang 

meratanya kemakmuran dan akses yang tidak  seimbang  terhadap  sumber  daya  

serta  kekuasaan  yang  tidak seimbang   yang   kemudian   menimbulkan  masalah-

masalah seperti diskriminasi,  enindasan  dan  kejahatan Masing-masing  tingkat  

tersebut  saling  berkaitan  membentuk  sebuah rantai yang memiliki potensi 

kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang 

                                                           
21

 George Ritzer. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali Press 2003)153. 
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destruktif. rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, 

baik yang konstruktif maupun yang destruktif. 

Sedangkan untuk pengklasifikasian konflik, polemik surat ijo di kota 

Surabaya ini tergolong pada Konflik Terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik 

yang sangat berakar dalam, dan sangat nyata. Dan  akan  memerlukan  berbagai  

tindakan  untuk  mengatasi  akar penyebab dan berbagai efeknya.  

 

B.  Dinamika hubungan antara Pemkot Surabaya dengan warga pemegang 

surat ijo dalam proses pengalihan sertifikat hak milik. 

Hubungan  antara  masyarakat  pemegang  surat  ijo  dengan pemerintah kota 

Surabaya merupakan sebuah relasi antar aktor yang saling terlibat proses interaksi 

dalam polemic surat ijo, hubungan diantara keduanya terbilang sedikit tegang, 

pertentangan antara keduanya disebabkan ketidak jelasan status tanah surat ijo yang 

ada di Surabaya. masyarakat pemegang surat ijo khusunya di wilayah Kecamatan 

Gubeng Kota Surabaya melakukan upaya pengajuan gugatan ke PTUN agar dapat 

memperoleh  sertifikat  hak  milik  karena  pemkot  Surabaya  sendiri  memang  

tidak memiliki cukup bukti mengakuisisi surat ijo di wilayah Gubeng, hal ini 

berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Hardi: 

“Saat ini sedang mencari jalan keluar untuk pengajuan 

gugatan ke PTUN untuk memiliki hak milik atas tanah. Kita 

juga telah mengumpulkan ketua RW se kecamatan gubeng 

untuk mengkoordinir jalannya  pengajuan  gugutan  ini.  

Nah  yang terpenting Kita sedang mencari bukti ini tanah ini 

dulunya milik tuan tanah baswedan. Sebenarnya ada di 
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pemkot. Karna ini  adalah satu-satunya jalan agar bisa 

memenangkan gugatan warga gubeng atas surat ijo ini.”
22

 

Lain hal nya dengan informasi yang di dapat dari ibu Della : 
 

“kayak saya ini ya mas, setelah denger informasi bahwa surat 

ijo bisa dirubah menjadi hak milik saya langsung 

mengurusnya mas, ya mau gimana lagi mas nunggu pemkot 

ngasih itu gratis ke kita rasanya udah mustahil walaupun udah 

protes sana sini. Mungkin sebagian orang tetap pada 

pendiriannya, tapi menurut saya langkah ini mungkin yang 

tepat yang bisa saya tempuh.”
23

 

 

Selanjutnya, pernyataan Ibu Della ditanggapi oleh narasumber berikut ini : 
 

“Pada umunya mereka pro, tp mereka tidak tau bagaima jalan 

yang harus ditempuh dan akhirnya mereka apatis untuk 

memperjuangkan ha katas tanah tersebut. Krna tdk pernah 

memenangkan”
24

 

 

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa masyrakat telah mengupayakan 

segala usaha agar pemkot dengan besar hati memberikan pengakuan hak milik 

terhadap pemegang surat ijo. namun, hingga saat ini upaya tersebut nampaknya 

belum membuahkan hasil, sebagian orang yang berupaya memperjuangkan sudah 

merasa lelah dan akhirnya mereka mereka menjadi apatis untuk memperjuangkan 

hak yang mereka tuntut. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  konsepsi  kekuasaan 

memperlihatkan suatu  hubungan   yang  bersifat  tidak  seimbang,   dalam  arti  

bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan lebih besar daripada pelaku lain.  

Hal tersebut sejalan dengan konsepsi mengenai Agraria dan kekuasaan, 

epistemologi  kekuasaan  tampak  nyata  bahwa rakyat merupakan objek yang tuna- 

                                                           
22

 Hardi, Wawancara. Gubeng 05 Juli 2017 
23

 Della, Wawancara. Gubeng 20 Juli 2017 
24

 Hardi, Wawancara. Gubeng 05 Juli 2017 
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kuasa, baik di hadapan pemerintah. Abraham Kaplan merumuskan kekuasaan 

sebagai”kemampuan pelaku untuk  mempengaruhi  tingkah  laku  pelaku  lain  

sedemikian rupa,  sehingga   tingkat laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan 

pelaku yang mempunyai kekuasaan”
25

 

Kemudian, terkait dengan adanya perda mengenai pelepasan tanah aset 

Surabaya juga menimbulkan masalah baru, peraturan tersebut dinilai memberatkan 

masyarakat pemegang surat ijo. dan tidak semua tanah surat ijo  dapat  berubah 

menjadi  hak  milik  pribadi,  hal  ini  sesuai  dengan pernyataan ibu indah selaku 

kabag humas DPBT Kota Surabaya: 

“Tidak  semua  surat  ijo  yang  bisa  menjadi  sertifikat  hak  

milik. Semua itu juga ada ketentuan prosedur, kriteria dan 

syarat- syaratnya. Kan di peraturan pengolaan barang milik 

daerah dijelaskan bahwa Tanah ataupun barang lain milik 

daerah bisa di alihkan pihak lain dengan penjualan, nah dari 

situ akhirnya kita membuka peluang bagi masyarakat yg 

memohon pemberian sertifikat hak milik . jadi konsepnya dia 

beli ke kita dengan harga sesuai appraisal.”
26

 

 

Narasumber lain memberika pandangan mengenai peraturan tersebut: 

 
“ya namanya urusan dengan pemkot mas, jadi gak ada yang 

benar- benar mudah, semua terlalu berbelit-belit. Dari mulai 

persyaratan nya. Dan menurut saya yang paling susah itu di 

alur, banyak sekali tahapan- tahapan nya, setelah di verifikasi 

pihak pemkot datanya diserahkan ke walikota, trus dari 

walikota itu masih dinilai lagi sama pihak DPRD, lama mas 

prosesnya, sampai sekarang saja berkas saya masih belum 

turun SK pembebsannya. Kita yang warga biasa gini harus 

                                                           
25

 Lasswell,  Harold  D.  and Abraham Kaplan (1963). Power  and  Society:  A Framework 

for 

Political Inquiry, Paperback, Yale University Press. 
26

 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 
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bener-bener sabar mas.”
27

 

 

Sesuai dengan pernyataan ibu della bahwa kriteria objek pelepasan tanah aset 

Surabaya  yang harus ditempuh masyarakat pemegang surat ijo juga terbilang sangat 

rumit, berikut akan disajikan kriteria lengkap  yang diberikan oleh pemkot : 

1. Peruntukan IPT adalah perumahan dengan penggunaan untuk tempat 

tinggal 

2. pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 tahun  (terjadi perwarisan 

selama 20 tahun dihitung sejak pewaris memperoleh IPT untuk pertama 

kali), 

3. IPT masih berlaku, 

4.  Luas IPT maksimal 250 m2 

5. Hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai ipt lebih dari 

satu persil dengan nama yang sama, 

6. Lokasi tidak dalam sengketa, 

7. Lokasi tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemda. 

Untuk Proses atau alur pelepasan tanah aset yang dilakukan oleh pemkot 

terbagi menjadi tiga tahap yang cukup panjang dan rumit, berikut penulis akan 

memparkan tiga tahap yakni sebagai berikut : 

Bagan 4.1 
 

Tahap 1 

 

                                                           
27

 Della, Wawancara. Gubeng 20 Juli 2017 
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Bagan 4.2 

Tahap 2 

 

 

Bagan 4.3 

Tahap 3 
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Dari serangkaian kriteria dan alur yang panjang tersebut masyarakat juga 

dibebani dengan biaya yang tinggi untuk penyelesaian pemindahan hak milik, biaya 

untuk pemindahan hak milik ini memang ditentukan oleh tim appraisal dengan 

melihat kondisi tanah dan ukurannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu 

Indah : 

“Jadi harganya itu ditentukan oleh tim appraisal ya mas. 

di perda memang bilangnya dinilai tim appraisal atau sesuai 

njop. Tapi di perwali yang baru hanya memakai harga dari 

taksiran appraisal. Jadi appraisal tersebut adalah tim 

independen yang menentukan bukan dari pemkot sendiri. 

Tujuannya agar harganya tidak subjective tapi bisa objective. 

Untuk jangka waktu pembayarannya adalah selama 24 bulan 

bisa di angsur kemudian angsurannya bisa di perpanjang lagi 

jika tidak mampu melunasi, perpanjangan waktunya adalah  

1 tahun. Jadi 3 tahun harus sudah lunas. Nah kalo gak lunas 

balik lagi dari awal”
28

 

 

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dela: 

                                                           
28

 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 
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 “kalo harga itu ditentukan sama ada tim tersendiri mas, saya 

lupa namanya tim apa gitu, setelah mengadakan pengukuran ke 

rumah sini baru mereka ngasih tau berapa yang harus saya 

bayarkan. Kmrin rumah saya ini per meternya kena 2 juta mas. 

Rumah saya ini sekitar 15 meter X 10 meter, jadi kmrin saya 

harus membayar uang sekitar 300juta ke pihak pemkot. Saya 

pribadi sih gak keberatan ya mas,tapi kalau orang lain yang 

untuk makan sehari-hari aja susah itu yang kasian. Mereka 

pasti gak bakal ngurus sertifikat hak milik gini mas, 

Seharusnya memang dikasih keringanan biaya lah untuk orang 

yang telah menempati tanah ini sejak puluhan tahun seperti 

saya ini atau untuk orang-orang dengan perekonomian yang 

rendah.”
29

 

 

Pada kenyataannya, pihak masyarakat pemegang surat ijo khusunya di 

wilayah kecamatan Gubeng menilai bahwa peraturan tentang pelepasan tanah aset 

Surabaya tersebut sama sekali merugikan masyarakat. Pemkot terlihat 

mempersulit pelepasan tanah yang diakui sebagai aset miliknya ini. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berikut ini : 

“Dengan syarat yang sedemikian itu sudah jelas terlihat   

bahwa memang  pemkot tidak  ingin mempermudah  

pelepasan  tanah itu,. harusnya hal ini menjadi fasilitas untuk 

mensejahterakan masyarakat. Bukan malah menjadi 

kesengsaraan pada masyarakat.”
30

 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak hardi : 

 

“ dalam hal besaran kompensasi yang telah ditentukan 

hendaknya pemkot tidak melakukan komersialisasi nilai tanah, 

namun harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas 

dan   kemampuan masyarakat   yan   telah   puluhan   tahun 

menempati tanah tersebut.”
31

 

                                                           
29

 Della, Wawancara. Gubeng 20 Juli 2017 
30

 Bambang Sudibyo, Wawancara. 10 Juni 2017 
31

 Hardi, Wawancara. Gubeng 05 Juli 2017 
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Narasumber lain memberikan pandangan yang berbeda mengenai besarnya 

biaya pemindahan tanah aset yang diakui oleh pemkot ini, hal ini berdasarkan 

paparan narasumber yang berasal dari pihak pemkot Surabaya: 

“Jadi  dalam peraturan  barang milik  daerah  dijelaskan  

bahwa dalam proses pemindah tanganan itu harus 

menguntungkan daerah. Jadi harga nya harga  yg wajar,  

gak bisa kita pakai harga di bawah NJOP”
32

 

 

Dari pernyataan yang diberikan oleh pihak pemkot tersebut dapat diketahu 

bahwa  pada  intinya  pihak  pemkot  tidak  ingin  mendapatkan kerugian atas 

tanah yang   dilepaskan   tersebut.   Seharusnya   peraturan   yang dibuat oleh 

pemerintah hendaknya menjadi upaya fasilitasi atas permohonan hak yang 

dilakukan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam konteks penguasaan 

tanahnya, bukan malah digunakan sebagai alat untuk memobilisasi pendapatan 

daerah. Ketika pemkot sedikit saja lebih mengesampingkan  urusan  pendapatan  

daerah,  maka  akan  akan timbul kesejahteraan dalam masyarakat Surabaya. 

Dari data yang diperoleh di lapangan, sangat sedikit masyarakat yang 

mau mengurus pemindahan sertifikat hak miliknya, hal ini disebabkan oleh 

rumitnya alur dan harga yang masih terblag tinggi, beikut jumlah warga yang telah 

mengurus sertifikat hak milik sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak pemkot: 

“sampai saat ini ada 200 pemohon. Yang dalam proses 

verifikasi sudah ada skitar 70 yg memuhui syarat. Masih kita 

saring lagi dan itu belum lanjut ke proses selanjutnya.”
33

 

                                                           
32

 Indah, Wawancara. DPBT 23 juni 2017 
33

 Ibid 
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Hal ini mendapatkan tanggapan dari pak Bambang : 

“perda pemkot untuk pelepasa surat ijo menjadi sertifikat hak 

milik itu dapat saya katakana tidak berhasil. Wong jelas di 

Surabaya ini pemegang Surat Ijo ini ada sekitar 38.000KK 

sedangkan yang mengajukan sampai januari 2017 hanya 

sebanyak 270. Kalau dihitung- hitung Cuma 0.5% dari warga 

pemegang surat ijo yang mau membayar untuk proses 

perubahan sertifikat hak milik”
34

 

 

begitupun dengan bapak hardi yang menjelaskan bahwa : 

  
“Jadi ini ya begitu tidak bisa dipahami, dg model persertifikatan 

model pemkot karna masyarakat membeli tanahnya sndiri. 

Dulu mereka sudah beli tanah sekarang disuruh membeli lagi 

dan mereka banyak yang tdk mau. Jadi ini merupakan unsur 

kesengajaan dr pemkot untuk mempersulit warga untuk 

mendapat hak atas tanah tersebut”
35

 

Penyebab terbesar mengapa masyarakat enggan melakukan pemindahan 

sertifikat hak milik tanahnya adalah disebabkan oleh keberatan dengan ketentuan 

dan proses yang ditetapkan. Begitu pula dengan masalah biaya yang cukup mahal. 

Harusnya adanya peraturan pemindahan hak milik ini menjadi angina segar 

masyarakat untuk memperoleh hak nya, namun adanya aturan dan biaya yang 

terlampau tinggi malah menjadi beban bagi kehidupan masyarakat. Hal ini 

merupakan hasil informasi yang diberikan oleh salah satu narasumber dalam 

penelitian ini : 

“ya jelas karna mereka tau, bahwa sebenarnya pemkot tidak 

memiliki cukup bukti atas kepemilikan tanah itu, belum lagi 

mereka juga keberatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan 

oleh pemkot jika ingin mengubah surat ijo menajdi sertifikat 

hak milik. Dengan syarat yang sedemikian itu sudah jelas 

terlihat bahwa memang pemkot tidak ingin mempermudah 
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pelepasan tanah itu,. harusnya hal ini menjadi fasilitas untuk 

menyejahterakan masyrakat. Bukan malah menjadi 

kesengsaraan pada masyarakat.”
36

 

 

Setelah pemaparan mengenai alur dan tahapan dalam perolehan hak milik 

tanah yang sangat rumit tersebut, justu memberatkan pihak masyarakat. Pihak pemkot 

terkesan mempersulit masyarakat. Interaksi diantara keduanya terlihat tidak begitu 

baik,  menyadur konsep dari Gillin  yang menyatakan   terdapat dua penggolongan 

proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial yaitu:
37

 

a) Asosiatif, interaksi ini adalah pola interaksi dengan menajaga 

hubungan baik     diantara     kedua     aktor.     Seperti,     

Kerjasama, akomodasi, asimilasi 

b) Disosiatif,   pola   interaksi   ini   memungkinkan   kompetisi   

diantara keduanya. Seperti kontraversi, pertentangan dan pertikaian. 

Jadi dari penjelasan mengenai penggolongan proses sosial akibat interaksi 

sosial tersebut, maka dalam hal inteaksi antara pemkot dan warga pemegang surat 

ijo di Surabaya khususnya pada wilayah kecamatan Gubeng tergolong pada tipe 

disosiatif. Karena diantara pemkot dan masyarakat terjadi kontroversi atas landasan 

hukum surat ijo, diantara keduanya juga muncul pertentangan akibat dari akuisisi 

tanah bekas kolonial belanda tersebut. 

Salah satu dari narasumber pakar agrarian yang peneliti temui memberikan 
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 Muhlis Madani, Dimensi  Interaksi  Aktor  Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik 

(Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2011)50 
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gambaran mengenai cara yang saat ini dapat ditempuh untuk memenangkan perkara 

sengketa tanah surat ijo, pemaparan nya adalah sebagai berikut : 

“Ada berita di jawa pos dan memorandum yang berkenaan 

dengan kasus penyelidikan tanah. DPR itu sekarang beliau 

merapat dan bergandengan tangan untuk menangani mafia 

tanah di jawa timur, Karna ada satgas mafia tanah nah ini 

yang harus saya coba dan saya akan menyurati polda, menteri 

agraria, menteri dalam ngeri dan prsdiden. Arah kita agar 

focus perjuangan kita menyikap satgas mafia tanah. oleh 

karena itu satgas akan saya arahkan ke verivikasi aja, kita 

tidak  sarankan melalui jalur pengadilan tapi jalur audit. 

Mungkin barang kali seperti itu. nanti kit akan pergi ke satgas 

tersebut.”
38

  

  Dari pernyataan Bapak Padi tersebut, maka ada cara baru untuk 

menyelesaikan sengketa surat ijo dengan pemkot, yakni dengan memanfaatkan 

satgas bentukan pemerintah provinsi jawa timur yang khusus dibentuk untuk 

menangangi mafia tanah di daerah jawa timur. adanya satgas ini lebih baik 

dimanfaatkan untuk menyelidiki atau mengaudit mengenai bukti kepemilikan 

pemkot Surabaya atas tanah yang berstatus surat ijo di Surabaya. dengan begitu akan 

memudahkan masyarakat menemukan kejelasan status dari tanah tersebut. Karna jika 

hanya melayangkan gugatan ke PTUN hal tersebut sudah dilakukan berkali-kali 

namun tidak membuahkan hasil yang baik. 

Selanjutnya kita membahas mengenai penggunaan kekuasaan antar institusi, 

dalam dinamika hubungan pemkot dan warga pemegang surat ijo terjadi sebuah 

penggunaan kekuasaan antar institusi. Dalam pembagian penggunaan menurut  Stone 

dijelaskan terdapat 4   tipologi   dalam   penggunanan kekuasaan antar institusi : 

                                                           
38
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a) Decisional, interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau 

wewenang   yang   dimiliki   oleh   masing-masing   kelompok   yang 

terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks 

kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan pilihan akhir kebijakan. 

b) Anticipated reaction, interaksi yang bersifat langsung namun yang 

terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya 

pada situasi tertentu. 

c) Nondecision    making,    interaksi       yang    diidentifikasi    adanya 

kelompok   yang   kuat   atau   ma yoritas   berupaya   mempengaruhi 

kebijakan.  Interaksi  tipe  ini  juga  dapat  melibatkan  pihak  ke  tiga atau   

eksternal   untuk   mendukung   salah   satu   aktor   kebijakan. Pengaruh   

eksternal   ini   menjadi   bagian   dari   kekuasaan   dan kepentingan elite. 

d) Systemic,  interaksi  yang  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh 

system   seperti      sistem      politik,      ekonomi,      sosial. Hal ini 

diidentifikasikan   melalui   perilaku   elite/   pejabat   yang   berpihak 

kepada kelompok kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini 

penggunaan  kekuasaan  dilakukan  oleh  tiga  kelompok  atau  aktor yang 

menempatkan pejabat public pada posisi tengah 

Mengenai pola hubungan atau relasi antar aktor yang disampaikan oleh 

Stone, maka  kasus  peralihan  hak  milik  atas  surat  ijo  antara  pemkot  dan 

masyarakat pemegang surat ijo di wilayah gubeng Kota Surabaya, tergolong pada 
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pola hubungan Decisional. Yang artinya adalah interaksi ini tebentuk oleh 

penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok 

dalam hal ini adalah pemkot Surabaya  dan masyarakat  pemegang surat ijo  yang 

terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya dalam mempertahankan tanah  

yang dirasa  adalah  hak  nya  untuk menetapkan pilihan  akhir kebijakan mengenai 

sumber daya alam  yang menjadi permasalahan yakni tanah. Dengan harapan akhir 

dapat memberikan kesejahteraan bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan   hasil   analisis   dan   pembahasan   dapat   ditarik   beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

 

1.   Pandangan masyarakat pemegang surat ijo wilayah gubeng kota Surabaya 

dalam hak pengelolaan lahan yang dimiliki pemerintah kota atas surat ijo 

adalah  masyarakat  menilai  bahwa  pemkot  Surabaya  hanya  mengakui 

tanpa   memiliki   bukti   kepemilikan   atas   tanah   yang   bersurat   ijo, 

masyarakat   menganggap   telah   terjadi   politisasi   dan   penggunaan 

wewenang yang atas hak pengelolaan lahan yang seharusnya tidak boleh 

disewakan kepada masyarakat. Kemudian untuk masalah peaturan 

mengenai peraturan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya juga 

dirasa sangat memberatkan masyarakat yang ingin memiliki hak 

kepemilikan atas tanah, sebagian beranggapan pemkot telah melakukan 

komersialisasi   atas   tanah   yang   bahkan   ia   tidak   memiliki   bukti 

kepemilikan. 

2.   Pola hubungan  dalam  kasus  peralihan  hak  milik  atas  surat  ijo  antara 

pemkot dan masyarakat pemegang surat ijo di wilayah gubeng Kota 

Surabaya, tergolong pada pola hubungan Decisional. Yang artinya adalah 

interaksi ini tebentuk oleh penggunaan kekuasaan atau wewenang yang 

dimiliki oleh masing-masing kelompok dalam hal ini adalah pemkot dan 

masyarakat pemegang surat ijo yang terlibat    untuk    memperjuangkan 
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untuk    menetapkan    pilihan    pilihan    akhir    kebijakan    yang    dapat 

memberikan kesejahteraan bersama. 

 

B. Saran 
 

 
 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini membutuhkan penelaah  yang lebih 

mendalam dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap Polemik yang terjadi akibat 

hak pengelolaan lahan atas surat ijo di Surabaya. Berdasarkan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka, saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah: 

1.   Untuk  menambah khasanah  ilmu  pengetahuan,  maka diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk meneliti permasalah yang muncul dalam proses pemberian 

hak milik kepada pemegang surat ijo di wilayah Surabaya. 

2.   Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan analisis serta pendalaman terhadap 

fenomena perubahan sosial yang terjadi akibat adanya perda yang mengatur 

mengenai 
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